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ABSTRAK 

Indonesial sebagail sebuahl negaral agrarisl yangl sebagianl besarl wilayahnyal 

memilikil potensil peternakanl yangl sangatl besarl danl beragaml potensil peternakanl yangl 

dimilikil merupakanl potensil ekonomil yangl dapatl dimanfaatkanl untukl masal depanl 

bangsa,l sebagail tulangl punggungl pembangunanl nasional.l Sektorl peternakanl 

merupakanl salahl satul sumberl pendapatanl bagil masyarakatl danl daerah,l namunl 

peternakanl tersebutl beluml cukupl mampul memberikanl kemakmuranl ekonomil 

terhadapl masyarakatl Indonesia.l Untukl dapatl mencapail kemakmuranl ekonomil 

tersebutl sumberdayal peternakanl harusl dikelolal denganl baikl danl dimanfaatkanl secaral 

optimall untukl masal sekarangl danl dimasal yangl akanl datang. 

Tujuanl penelitianl inil adalahl untukl mengkajil permasalahanl mengenail 

pelaksanaanl perlindunganl hukuml bagil masyarakatl yangl beradal dil lingkunganl 

peternakanl padal peternakanl ayaml dil kec.l Bratil kab.l Groboganl l mengenail tanggungl 

jawabl pelakul pembangunanl peternakanl terhadapl masyarkatl disekitarl danl perizinanl 

pembangunanl tersebut.. 

Metodel penelitianl inil mendasarkanl padal penelitianl hukuml yangl dilakukanl 

denganl pendekatanl non-doktrinall yangl kualitatif.l Datal penelitianl inil meliputil datal 

primerl danl datal skunder.l Datal primerl inil diperolehl melaluil paral informanl danl situasil 

sosiall tertentu,l yangl dipilihl secaral purposive,l denganl menentukanl informanl danl 

situasil soisall awall terlebihl dahulu.l Untukl mengumpulkanl datal sekunderl denganl 

menganalisisl Undang-Undangl danl mengumpulanl bahanl kepustakaan.l Teknikl  

analisisl yangl digunakanl bersifatl deskriptifl kualitatif. 
Hasill penelitianl yangl didapatl daril penelitianl danl pembahasanl yangl telahl 

dilakukanl adalahl tanggungl jawabl pelakul pembangunanl peternakanl terhadapl 

masyarkatl disekitarl danl perizinanl pembangunanl tersebutl dil kec.l Bratil kab.l Groboganl 

yangl pelaksaaanyal harusl sesuail denganl Undangl Undangl Nomorl :l 18l tahunl 2009l 

tentangl peternakanl danl kesehatanl hewanl danl Suratl Keputusanl Direkturl Jendrall Binal 

Produsil Peternakanl Nomorl :l 17/Kpts/PD.640/F/02.04 

Simpulanl yangl didapatl penulisl yaitul bahwal bekerjanyal Undang-Undangl 

Nomorl 18l Tahunl 2009l tentangl peternakanl danl kesehatanl hewanl denganl Undang-

Undangl Nomorl 8l Tahunl 1999l tentangl perlindunganl konsumenl dalaml hall melindungil 

konsumenl ataul masyarakatl daril pembangunanl peternakanl disekitarl permukiman.l 

Peranl pemerintahl dalaml mengawasil dalaml hall tersebutl untukl kesejahteraanl rakyatl 

danl pelakul usaha. 

Katal Kunci:l Katal Kuncil :l Perlindungan,l Masyarakat,l Peternakan 
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ABSTRACT 

Indonesial asl anl agriculturall country,l mostl ofl whosel territoryl hasl al veryl largel 

potentiall forl livestockl andl thel potentiall forl livestockl isl anl economicl potentiall thatl canl 

bel utilizedl forl thel futurel ofl thel nation,l asl thel backbonel ofl nationall development.l Thel 

livestockl sectorl isl al sourcel ofl incomel forl thel communityl andl thel region,l butl thel 

livestockl sectorl hasl notl beenl ablel tol providel economicl prosperityl forl thel Indonesianl 

people.l Tol bel ablel tol achievel economicl prosperity,l livestockl resourcesl mustl bel 

managedl properlyl andl optimallyl utilizedl forl thel presentl andl thel future. 

Thel purposel ofl thisl studyl wasl tol examinel problemsl regardingl thel 

implementationl ofl legall protectionl forl peoplel livingl inl thel environmentl ofl thel chickenl 

farml inl thel district.l Bratil district.l Groboganl regardingl thel responsibilityl ofl livestockl 

developmentl actorsl tol thel surroundingl communityl andl thel developmentl permit. 

Thisl researchl methodl isl basedl onl legall researchl conductedl withl al qualitativel 

non-doctrinall approach.l Thisl researchl datal includesl primaryl datal andl secondaryl data.l 

Thisl primaryl datal wasl obtainedl throughl informantsl andl certainl sociall situations,l 

whichl werel selectedl purposively,l byl determiningl thel informantsl andl initiall sociall 

situationsl first.l Tol collectl secondaryl datal byl analyzingl lawsl andl collectingl literature.l 

Thel analysisl techniquel usedl isl descriptivel qualitative. 

Thel resultsl ofl thel researchl obtainedl froml thel researchl andl discussionl thatl havel 

beenl carriedl outl arel thel responsibilityl ofl thel actorsl ofl livestockl developmentl tol thel 

surroundingl communityl andl thel developmentl permitl inl thel district.l Bratil district.l 

Groboganl whosel implementationl mustl bel inl accordancel withl Lawl Numberl 18l ofl 2009l 

concerningl Animall Husbandryl andl Animall Healthl andl thel Decreel ofl thel Directorl 

Generall ofl Livestockl Productionl Developmentl Number:l 17l /l Kptsl /l PD.640l /l Fl /l 02.04 

Thel conclusionl obtainedl byl thel authorl isl thatl thel operationl ofl Lawl Numberl 18l 

ofl 2009l concerningl animall husbandryl andl animall healthl withl Lawl Numberl 8l ofl 1999l 

concerningl consumerl protectionl inl termsl ofl protectingl consumersl orl communitiesl 

froml thel constructionl ofl farmsl aroundl settlements.l Thel rolel ofl thel governmentl inl 

overseeingl thisl matterl isl forl thel welfarel ofl thel peoplel andl businessl actors. 

 

Keywords:l Keywords:l Protection,l Community,l Animall Husbandry 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan usaha peternakan ayam mempunyai prospek 

yang baik untuk dikembangkan karena tingginya permintaan 

telur dan merupakan usaha yang sangat menguntungkan. Tetapi 

banyak peternak masih mengabaikan masalah lingkungan, 

sehingga masyarakat banyak yang mengeluhkan keberadaan 

usaha peternakan tersebut. Selain menimbulkan dampak 

pencemaran lingkungan seperti polusi udara (bau), banyaknya 

lalat yang berkeliaran di kandang dan lingkungan sekitarnya, 

dan ketakutan masyarakat akan virus Avian Influenza atau flu 

burung (AI). 

Karena ayam merupakan hewan ternak yang paling 

banyak dipelihara dan dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga 

apabila ayam tersebut terkena penyakit tertentu dan penanganan 

penyakit tersebut terlambat maka dapat membahayakan 

kesehatan hewan ternak lainnya, peternak konsumen, 

masyarakat sekitar peternakan. 

Banyaknya peternakan yang berdiri di pemukiman 

masyarakat dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi 

kesehatan masyarakat dan hal ini akan bertambah bahaya ketika 

pengelolaan peternakan itu tidak sesuai dengan aturan yang 

berlaku  UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a72ca14928fa/nprt/1060/uu-no-18-tahun-2009-peternakan-dan-kesehatan-hewan
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Kesehatan Hewan.1 Munculnya keluhan atas dampak  buruk 

dari kegiatan usaha peternakan ayam ini karena masih banyak 

peternak yang mengabaikan penanganan limbah dari usahanya. 

Limbah peternakan yang berupa feses dan sisa pakan serta air 

dari pembersihan ternak dan kandang menimbulkan pencemaran 

lingkungan masyarakat di sekitar lokasi peternakan tersebut 

seperti timbulnya polusi udara berupa bau tidak sedap, 

timbulnya lalat sampai pada ancaman penyebaran virus flu 

burung. Sesuai dalam Undang-undang no. 18 Tahun 2009 

Tentang peternakan dan kesehatan hewan. Dalam pasal: 

Pasal 43 Setiap orang yang memelihara dan/atau 

mengusahakan hewan wajib melakukan pengamanan terhadap 

penyakit hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1). 

Pasal 45 Setiap orang, termasuk peternak, pemilik 

hewan, dan perusahaan peternakan yang berusaha di bidang 

peternakan yang mengetahui terjadinya penyakit hewan menular 

wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, dan/atau dokter hewan berwenang setempat. 

Pasal 47 Pengobatan hewan menjadi tanggung jawab 

pemilik hewan, peternak, atau perusahaan peternakan, baik 

sendiri maupun dengan bantuan tenaga kesehatan hewan. 

Piranti hukum yang melindungi kepentingan konsumen 

dan masyarakat tidak dimaksudkan untuk mematikan pelaku 

                                                           
1GRESIK, KOMPAS.com Kepala Subdinas Peternakan Kabupaten Gresik, Susanto, Kamis 

24/2/2011  

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a72ca14928fa/nprt/1060/uu-no-18-tahun-2009-peternakan-dan-kesehatan-hewan
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usaha, tapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dan 

masyarakat dapat meningkatkan iklim usaha sehat yang 

mendorong, lahirnya perusahaan yang tangguh dan sehat. 

Dari pasal tersebut maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa dalam pendirian dan pelaksanaan peternakan mempunyai 

beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, antara lain 

pengamanan terhadap penyakit hewan yang menular, pelaporan 

serta pengobatan hewan menjadi kewajiban pemilik peternakan 

untuk menjamin kesehatan hewan serta lingkungan. Dalam 

praktek dan kenyataanya penanganan limbah peternakan serta 

penyakit hewan belum sepenuhnya berjalan dengan baik, 

terdapat pula Kendala-kendala dalam penanganan wabah flu 

burung. Karena minimmnya sarana pengobatan dan begitu 

cepatnya virus itu menyebar hingga mengancam masyarakat 

kususnya yang bekerja di peternakan.2 

Dapat di ambil kesimpulan bahwa Usaha peternakan 

ayam selain mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan 

juga mempunyai dampak yang berbahaya bagi masyarakat di 

sekitar kandang. Hal ini karena usaha ayam dapat menimbulkan 

polusi udara (bau), banyaknya lalat yang  berkeliaran di kandang 

dan sekitarnya, dan kekhawatiran masyarakat akan virus flu 

burung. pengelolaan peternakan ayam dalam menaggulangi 

penyakit pada hewan ternak sangat berpengaruh pada 

                                                           
2 JAMBI, KOMPAS.com Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jambi, Husni Jamal di Jambi, Kamis 

24/3/2011) 
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kelangsungan kesehatan pada masyarakat atau pekerja 

peternakan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan 

penelitian untuk penulisan skripsi yang berjudul: 

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT 

DENGAN ADANYA USAHA PETERNAKAN DAN 

TERKAITNYA IZIN USAHA PETERNAKAN” (Studi Tentang 

Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Di Kec.Brati Kab.Grobogan)” 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian pada latar belakang penelitian diatas, dapat 

dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat disekitar 

usaha peternakan di kecamatan brati kabupaten grobogan?  

2. Upaya pelaku usaha peternakan terkait perizinan 

pembangunan peternakan dan hambatan dinas peternakan dan 

perikanan kabupaten grobogan dalam perizinan peternakan? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Tujuan Umum 

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan sumbangan 

pikiran tentang perlindungan hukum dan diharapkan bisa 

bermanfaat bagi masyarakat umum umtuk kesejahteraan 

masyarakat. 

2. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 
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a. Untuk mendeskripsikan tanggung jawab oleh pelaku usaha 

terhadap masyarakat di sekitar. 

b. Untuk menyelidiki pelaksanaan perizinan pembangunan 

peternakan agar di awasi badan hukum dan terciptanya 

kesejahteraan bersama. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban 

dan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan tentang hukum 

perdata terhadap permasalahan yang sedang diteliti oleh kalangan 

akademis pada umumnya. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Dapat dipakai sebagai masukan bagi para pihak 

mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat sekitar 

terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan 

peternakan tersebut. 

b. Sebagai referensi pihak terkait dengan obyek penelitian 

terhadap perlindungan hukum dalam membangun suatu 

peternakan. 

E. Terminologi 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami penulisan judul 

penelitian, maka penulis perlu menjelaskan maksud judul penelitian 

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT 

DENGAN ADANYA USAHA PETERNAKAN DAN 
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TERKAITNYA IZIN USAHA PETERNAKAN” ada pun penjelasan 

untuk masing masing istilah adalah: 

a. Pembangunan Peternakan 

Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan 

pemeliharaan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil 

dari kegiatan tersebut. 

b. Permukiman 

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan 

lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang 

berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan 

Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan 

penghidupan. 

F. Metode Penelitian  

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam 

skripsi ini, meliputi hal-hal sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang 

dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif. Hal 

ini disebakkan di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya 

dikonsepkan sebagi keseluruhan asas-asas dan kaidah yang 

mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan 

meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang 

mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, 

sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, 

sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemuliaan_hewan
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interkasi antar mereka.3 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di peternakan ayam petelur 

Bp.Darjo di Ds, Menduran kec. Brati kab. Grobogan. Penentuan 

lokasi penelitian ini dilakukan secara bertujuan yang didasarkan 

pada pertimbangan-pertimbangan, yaitu: pertama, karena didaerah 

ini terdapat peternakan ayam petelur yang pekerjanya mayoritas 

masyarakat sekitar peternakan. Kedua, di lokasi ini tersedia data 

yang berkaitan dengan tema penelitian. 

3. Spesifikasi Penelitian 

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, 

karena bermaksud menggambarkan secara jelas tentang 

berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu: 

1. Pelaksanaa perlindungan hokum terhadap 

masyarakat di sekitar peternakan. 

2. Pelaksanaan izin pembangunan di sekitar 

masyarakat. 

                                                           
3 Soetandyo Wignjosoebroto, Silabus Metode Penelitian Hukum, Program Pascasarjana 

Universitas Airlangga, Surabaya, tt. Hal. 1 dan 3 
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4. Sumber dan Jenis Data 

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua 

sember yang berbeda, yaitu : 

a. Data Primer 

 

Yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang 

berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, dari pihak-pihak 

yang terlibat dengan objek yang diteliti.4 

Adapun data-data primer ini akan diperoleh melalui para 

informan dan situasi sosial tertentu, yang dipilih secara bertujuan, 

dengan menentukan informan dan situasi soisal awal terlebih 

dahulu.5 

Penentuan informan awal, dilakukan terhadap beberapa 

informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 

1) Mereka yang menguasai dan memahami fokus 

permasalahannya melalui proses enkulturasi. 

2) Mereka yang sedang terlibat dengan ( didalam ) kegiatan 

yang tengah diteliti. 

3) Mereka yang mempunyai kesempatan dan waktu yang 

memadai untuk dimintai informasi6. 

Untuk itu mereka-mereka yang diperkirakan dapat menjadi 

informan awal adalah : 

1) Pemilik peternakan. 

 

2) Masyarakat sekitar peternakan. 

                                                           
4 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, hal. 112 
5 Sanapiah Faisal, Op. Cit, hal 56. 
6 Sanapiah Faisal, Op. Cit, hal 56. 
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Penentuan informan lebih lanjut akan dilakukan terhadap 

informan-informan yang dipilih berdasarkan petunjuk/saran dari 

informan awal,7 berdasarkan prinsip-prinsip snow bolling dengan tetap 

berpijak pada kriteria-kriteria diatas. 

Sedangkan penentuan situasi sosial awal, akan dilakukan dengan 

mengamati proses objek yang diteliti Penentuan situasi sosial yang akan 

diobservasi lebih lanjut, akan diarahkan pada : 

1) Situasi sosial yang tergolong sehimpun dengan sampel situasi awal 

dan. 

2) Situasi sosial yang kegiatannya memiliki kemiripan dan sampel 

situasi awal.8 

Wawancara dan observasi tersebut akan dihentikan apaila 

dipandang tidak lagi memunculkan varian informasi dari setiap 

penambahan sampel yang dilakukan.9 

b. Data Sekunder 

Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang meliputi: 

 

c. Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan 

perundang-undangan (hukum positif Indonesia), artikel ilmiah, 

buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan 

publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait. 

d. Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik, baik 

yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maupun oleh 

perusahaan, yang terkait dengan fokus permasalahannya. 

                                                           
7 Ibid, hal 60. 
8 Ibid, hal 59-60. 
9 Ibid, hal 61. 
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5. Metode Pengumpulan Data 

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan 

melalui tiga cara, yaitu : melalui wawancara, observasi dan studi 

kepustakaan, yang dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut : 

Pada tahap awal, di samping akan dilakukan studi kepustakaan, 

yang dilakukan dengan cara-cara, mencari, mengiventarisasi dan 

mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data- 

data sekunder yang lain, yang berkaitan dengan fokus permasalahannya. 

Lalu akan dilakukan wawancara secara intensif dan mendalam 

terhadap para informan, dan observasi tidak terstruktur, yang ditujukan 

terhadap beberapa orang informan dan berbagai situasi. Kedua cara yang 

dilakukan secara simultan ini dilakukan, dengan maksud untuk 

memperoleh gambaran yang lebih terperinci dan mendalam, tentang apa 

yang tercakup di dalam berbagai permasalahan yang telah ditetapkan 

terbatas pada satu fokus permasalahan tertentu, dengan cara mencari 

kesamaan-kesamaan elemen, yang ada dalam masing-masing bagian dari 

fokus permasalahan tertentu, yang kemudian dilanjutkan dengan mencari 

perbedaan-perbedaan elemen yang ada dalam masing-masing bagian dari 

fokus permasalahan tertentu. 

6. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian terdiri dari instrumen utama dan instrumen 

penunjang. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, 

sedangkan instrumen penunjangnya berupa, rekaman/catatan harian di 

lapangan dan daftar pertanyaan. 
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7. Metode Analisis Data 

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan 

menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan- 

tahapan sebagai berikut: 

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam 

penelitian ini analisis akan dilakukan dengan metode analisis secara 

kualitatif. Dalam hal ini analisis akan dilakukan secara berurutan antara 

metode analisis domain, analisis taksonomis, dan analisis komponensial. 

Penggunaan metode-metode tersebut akan dilakukan dalam bentuk 

tahapan-tahapan sebagai berikut : pertama akan dilakukan analisis  

domain, dimana dalam tahap ini peneliti akan berusaha memperoleh 

gambaran yang bersifat menyeluruh tentang apa yang yang tercakup 

disuatu pokok permasalahan yang diteliti. Hasilnya yang akan diperoleh 

masih berupa pengetahuan ditingkat permukaan tentang berbagai domain 

atau kategori-kategori konseptual. 

Bertolak dari hasil analisis domain tersebut diatas, lalu akan 

dilakukan analisis taksonomi untuk memfokuskan penelitian pada 

domain tetentu yang berguna dalam upaya mendiskripsikan atau 

menjelaskan fenomena yang menjadi sasaran semula penelitian. Hal ini 

dilakukan dengan mencari struktur internal masing-masing domain 

dengan mengorganisasikan atau menghimpun elemen-elemen yang 

berkesamaan disuatu domain. 



13 

 

Dari domain dan kategori-kategori yang telah diidentifikasi 

pada waktu analisis domain serta kesamaan-kesamaan dan 

hubungan internal yang telah difahami melalui analisis 

taksonomis, maka dalam analisis komponensial akan dicari 

kontras antar elemen dalam domain. Dengan mengetahui warga 

suatu domain (melalui analisis domain), kesamaan dan hubungan 

internal antar warga disuatu domain (melalui analisis 

taksonomis), dan perbedaan antar warga dari suatu domain 

(melalui analisis komponensial), maka akan diperoleh pengertian 

yang komprehensip, menyeluruh rinci, dan mendalam mengenai 

masalah yang diteliti.10 

Tahap terakhir dari analisis data ini adalah dengan 

mengadakan pemeriksaan keabsahan data, dengan tujuan untuk 

mengecek keadaan dan keakuratan data, yang dilakukan melalui 

dua cara, yaitu : 

1. Dengan menggunakan teknik triangulasi data, 

terutama triangulasi sumber, yang dilakukan 

dengan jalan. 

2. Membandingkan data hasil pengamatan 

dengan data hasil wawancara. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang di 

depan umum dengan apa yang dikatakan secara 

                                                           
10 Sanapiah Faisal. Op. Cit. 74-76 
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pribadi. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif 

dengan berbagai pendapat yang berbeda 

stratifikasi sosialnya. 

5. Membanding hasil wawancara dengan isi suatu 

dokumen yang berkaitan. 

6. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi analitik. 

 

Setelah semua tahapan analisis tersebut dilakukan, pada tahapan 

akhirnya akan dilakukan pula penafsiran data, dimana teori- teori 

yang ada diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu dialog 

antara teori di satu sisi dengan data di sisi lain. Dengan malalui cara 

ini, selain nantinya diharapkan dapat ditemukan beberapa asumsi, 

sebagai dasar untuk menunjang, memperluas atau menolak, teori-

teori yang sudah ada tersebut, diharapkan juga akan ditemukan 

berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan 

kemasyarakatannya.11 

 

G. Sistematika Penulis 

 Sistematika penulisan dalam skripsi ini mengacu pada buku 

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) Program Sarjana (S1) Ilmu 

Hukum Universitas Islam Sultan Agung. 

                                                           
11 Sanapiah Faisal, Op. Cit. hal. 70 dan 99. 
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Skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, dimana masing – masing 

bab ada keterkaitannya antara satu dengan lainnya. Adapun gambaran 

yang jelas mengenai skripsi ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab satu ini akan dibahas mengenai alasan pemilihan judul 

penulisan penelitian hukum ini, kemudian dilanjutkan perumusan–

perumusan masalah yang muncul, tujuan dilakukannya penelitian, 

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini akan menggambarkan secara umum tentang 

Pembangunan peternakan dilingkungan permukiman. Namun, 

dalam pembahasannya terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai 

pengertian tinjuan umum tentang peternakan ayam dan pendirian 

peternakan ayam kemudian tentang perlindungan hukum.  

 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini penulis akan memaparkan dan menjawab 

permasalahan dari Pembangunan Peternakan Di Lingkungan 

Permukiman Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata. 

 BAB IV PENUTUP 

Bab ini akan ditarik suatu kesimpulan sebagai hasil 

penelitian serta memberi saran–saran yang berkaitan dengan 
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pembahasan yang merupakan kristalisasi dari semua yang telah 

terurai pada bab–bab sebelumnya. 
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BABl II 

TINJAUANl PUSTAKA 

A. Tinjauanl Umuml Tentangl Perternakanl Ayam 

1. Pengertianl Tentangl Peternakanl Ayam 

Peternakanl ayaml adalahl usahal membudidayakanl ataul 

mengembangbiakkanl ayaml yamgl berjenisl unggasl denganl tujuanl 

agarl mendapatkanl hasill berupal dagingl danl telurl yangl dapatl 

dikonsumsil olehl konsumenl sepertil (manusia),l ataul jugal dapatl 

diambill tetapil tidakl dapatl dil konsumsil seperti:l bulul danl kotoranl 

yangl dapatl digunakanl untukl kerjainanl sedangkanl kotoranl nyal dapatl 

digunakanl untukl pembuatanl pupukl tanaman.l Lebihl daril 50l miliarl 

ayaml dipeliharal setiapl tahunnyal sebagail sumberl dagingl danl telur.l 

Ayaml yangl dipeliharal untukl menghasilkanl telurl disebutl denganl 

ayaml petelur,l sedangkanl ayaml yangl dibesarkanl untukl 

menghasilkanl dagingl disebutl ayaml broilerl ataul ayaml buras.l Padal 

tahunl 2011,l totall produksil telurl ayaml dunial mencapail 65181280l 

metrikl tonl denganl nilail yangl hampirl mencapail US$l 54l miliar.l 

Sedangkanl produksil dagingl ayaml mencapail 90001779l metrikl tonl 

denganl nilail mencapail US$l 128l miliar.l Padal umumnyal dalaml bisnisl 

ataul pembangunanl peternakanl ayaml pedagingl ataul biasal disebutl 

ayaml boiler,l Adal 2l sisteml dalaml bisnisl yaitu; 

 

a. Bisnisl Peternakanl Ayaml Boilerl Dalaml Sisteml Kemitraan 
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Dalaml sisteml kemitraanl ayaml ataul yangl biasal orangl kenall denganl 

sisteml kontrakl kital bekerjasamal denganl perusahaanl ayam.l 

Pengertianl Kemitraanl ayaml adalahl kerjasamal yangl salingl 

menguntungkanl danl salingl memperkuatl antaral usahal kecill danl 

usahal menengahl maupunl besarl dibidangl Peternakan. 

b. Bisnisl Peternakanl Ayaml Boilerl Dalaml Sisteml Mandiri 

Dalaml sisteml mandiril peternakanl ayaml boilerl ialahl usahal yangl 

didirikanl olehl seorang,l Jadil dalaml semual kebutuhanl dalaml 

pembangunanl danl perawatanl dil Peternakanl dilakukanl olehl 

peternakl sendiri.l Jadil dalaml keuntunganl maupunl kerugianl dil 

tanggungl olehl peternakl itu.12 

2. Kesahatanl Peternakan 

Kesehatanl peternakanl ialahl suatul keadaanl dimanal tubuhl 

hewanl yangl berfungsil secaral normal.l Sedangkanl penyakitl padal 

ternakl dapatl menyebabkanl kerugianl berbentukl ekonomisl yangl 

cukupl besarl bagil peternakl khususnyal danl masyarakatl luasl padal 

umumnya.l Karenal banyakl penyakitl ternakl yangl tidakl hanyal 

13menyerangl ternakl tetapil jugal dapatl menularl kepadal manusia.

 Kesehatanl ternakl adalahl suatul keadaanl ataul kondisil dimanal 

tubuhl hewanl denganl seluruhl sell yangl menyusunl danl cairanl tubuhl 

yangl dikandungnyal secaral fisiologisl berfungsil normal.l Yangl jugal 

diaturl dalaml undangl undangl dasarl nomorl 18l tahunl 2009l Tentangl 

Peternakanl danl Kesehatanl Hewan.l Salahl satul bagianl yangl pentingl 

                                                           
12

l Thamrinl Salaml (Dkk),l Analisisl Finansiall Usahal Peternakanl Ayaml Broilerl Polal Kemitraan,l Jurnall Agrisistem,l 

Junil 2006,l Voll 2l No.l 1,l l Hall 33 
13

l M.l Chairull Arifin,l Peternakanl Danl Kesehatanl Hewan:l Indonesia,(Jakarta,PT l Gallusl Indonesial Utamal 2018),l 

hall 192 
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dalaml penangananl kesehatanl ternakl adalahl melakukanl pengamatanl 

terhadapl ternakl yangl sakitl melaluil pemeriksaanl ternakl yangl didugal 

sakit.l Pemeriksaanl ternakl yangl didugal sakitl adalahl suatul prosesl 

untukl menentukanl danl mengamatil perubahanl yangl terjadil padal 

ternakl melaluil tanda-tandal ataul gejala-gejalal yangl nampakl sehinggal 

dapatl diambill suatul kesimpulanl danl suatul penyakitl dapatl diketahuil 

penyebabnya.l Gangguanl kesehatanl padal ternakl terjadil karenal 

adanyal infeksil agenl penyakitl olehl bakteri,l virus,l parasitl ataul 

disebabkanl olehl gangguanl metabolisme.l Olehl karenal itu,l bekall 

pengetahuanl tentangl pentingnyal mengenall beberapal jenisl penyakitl 

ternakl yangl seringl terjadil dil lapanganl danl sekaligusl upayal 

penanggulangannyal perlul diketahuil olehl petugasl 

lapangan/penyuluhl danl peternakl dil pedesaan.l Pencegahanl penyakitl 

dapatl dilakukanl denganl memperhatikanl perkandanganl yangl baikl 

misalnyal ventilasil kandang,l lantail kandangl jugal kontakl denganl 

ternakl lainl yangl sakitl danl orangl yangl sakit.l Sanitasil merupakanl usahal 

pencegahanl penyakitl denganl caral menghilangkanl ataul mengaturl 

faktor-faktorl lingkunganl yangl berkaitanl denganl perpindahanl daril 

penyakitl tersebut.14 

B. Tinjauanl Umuml Tentangl Izinl Pendirianl Peternakan 

1. Pengertianl izinl Usaha 

Pengertianl secaral umuml izinl adalahl suatul persetujuanl daril pemimpinl 

ataul penguasal berdasarkanl undang-undangl ataul peraturanl pemerintahl 

                                                           
14Ibid,l hall 193 
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padal keadaanl tertentul yangl dapatl menyimpangl daril beberapal ketentuanl 

laranganl perundang-undangan. 

l l l l l Perizinanl adalahl pemberianl legalitasl kepadal seseorangl ataul pelakul 

usahal ataul kegiatanl tertentu,l baikl dalaml bentukl izinl maupunl tandal daftarl 

usaha.l Izinl ialahl salahl satul instrumenl yangl palingl banyakl digunakanl 

dalaml hukuml administrasi,l untukl mengemudikanl tingkahl lakul paral 

warga.l Selainl itul izinl jugal dapatl diartikanl sebagail dispensasil ataul 

pelepasanl ataul pembebasanl daril suatul larangan. 

l l l l Terdapatl jugal pengertianl izinl dalaml artil sempitl maupunl luas; 

a.l Izinl dalaml artil luasl ialahl suatul yangl menimbulkanl akibatl kurangl 

lebihl sama,l yaknil bahwal dalaml bentukl tertentul diberil perkenaanl 

untukl melakukanl sesuatul yangl mestil dilarang.Padal hall yangl 

menyangkutl kepentinganl umuml yaitul suatul persetujuanl daril 

penguasal berdasarkanl undang-undangl ataul peraturanl pemerintahl 

dalaml keadaanl tertentul yangl dibenturkanl kepadal ketentuan-

ketentuanl menyimpangl daril larangan. 

b.l Izinl dalaml artil sempitl yaitul suatul tindakanl dilarang,l Terkecualil 

diperkenankanl olehl pemimpinl tersebut,l Denganl tujuanl agarl 

ketentuan-ketentuanl yangl disangkutkanl denganl perkenaanl dapatl 

denganl telitil diberikanl batas-batasl tertentul bagil tiapl kasus. 

Pengertianl izinl didalaml kamusl istilahl hukuml bahwal izinl dijelaskanl 

sebagail suatul perkenaanl ataul izinl daril pemerintahl berdasarkanl undang-

undangl ataul peraturanl pemerintahl yangl disyaratkanl untukl perbuatanl 

yangl padal umumnyal memerlukanl pengawasanl khusus,l tetapil yangl padal 
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umumnyal tidaklahl dianggapl sebagail hal-hall yangl samal sekalil tidakl 

dihendaki.15 

Menurutl Sjahranl Basah,l izinl adalahl suatul perbuatanl hukuml 

administrasil Negaral sebagail suatul yangl menerapkanl peraturanl dalaml hall 

konkritl yangl bersumberl padal persyaratanl danl prosedurl sebagaimanal hall 

yangl telahl ditetapkanl olehl peraturanl perundang-undangan. 

Izinl yangl diberikanl olehl penguasal sangatl berpengaruhl terhadapl 

kegiatanl masyarakatl dikarenakanl izinl tersebutl memperbolehkanl 

seseorangl untukl melakukanl tindakan-tindakanl tertentul yangl sebenarnyal 

dilarang.l Dalaml kepentinganl umuml mengharuskanl adanyal pengawasanl 

terhadapl tindakanl yangl dilakukan. 

Sisteml perizinanl membentukl suatul tatananl agarl padal setiapl kegiatanl 

yangl dilakukanl dapatl diaturl sesuail denganl undang-undangl dimanal setiapl 

tindakanl tidakl dianggapl tercela,l namunl dapatl dilakukanl pengawasan. 

Padal umumnyal sisteml izinl terdiril daril : 

1)l Larangan. 

2)l Kewajiban. 

3)l Persetujuanl yangl merupakanl dasarl kekecualianl (izin). 

4)l Ketentuan-ketentuanl yangl berhubunganl denganl izin 

2. Syaratl Sahnyal Pendirianl Usaha 

Setiapl pelakul usahal dalaml bidangl peternakanl yangl menjangkaul 

menengahl keatasl harusl memilikl perizinanl yangl disetujuil olehl Badanl 

Hukuml Indonesial danl Peroranganl Wargal Negaral Indonesia.l Tentul sajal 

                                                           
15

l Tatiekl Sril Djatmiati,l Prinsipl Izinl Usahal Industril Dil Indonesia,l Progaml Pascal Sarjanal Padal Fakultasl Hukuml 

Universitasl Airlangga,l Tidakl Dil Publikasikan,l hall 154-156 
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denganl mendirikanl usahal sendiril makal Andal bebasl akanl membawal kel 

manal bisnisl tersebut.l Dalaml mendirikanl sebuahl usahal adal beberapal 

syaratl yangl harusl dipenuhil agarl bisnisl bisal berkembangl denganl lancarl danl 

izinl usahal peternakanl diberikanl kepadal pemohonl yangl telahl memilikil 

persetujuanl prinsipl danl siapl melakukanl kegiatanl produksi,l termasukl 

untukl memasukanl ternak..l Sehinggal harusl mengetahuil syaratl pendirianl 

usahal Peternakanl sebeluml memulainya. 

Berikutl hall yangl harusl diperhatikanl sebeluml mendirikanl sebuahl usahal 

Peternakan. 

1. Izinl Prinsip 

Izinl prinsipl adalahl suatul bentukl persetujuanl yangl dikeluarkanl 

pemerintahl daerahl (Pemda)l l setempatl untukl mendirikanl usaha. 

2. Izinl Penggunakanl Tanah 

Izinl inil diterbitkanl olehl kantorl Badanl Pertanahanl Nasionall (BPN)l 

setempat,l danl dapatl andal kantongil setelahl izinl pembebasanl tanahl 

dimiliki,l yaknil berupal HGBl (hakl gunal bangunan)l ataul HMl (hakl 

milik). 

3. Izinl Mendirikanl Bangunan 

Jikal usahal peternakanl andal memerlukanl gedungl ataul bangunanl luasl 

untukl prosesl usaha,l makal andal perlul IMB.l Izinl tersebutl dikeluarkanl 

Pemdal melaluil instansil berwenang. 

4. Izinl Gangguan 

Mungkinl akanl adal dampakl burukl yangl bisal dirasakanl olehl wargal 

sekitarl terhadapl usahal peternakanl anda,l misalnyal terganggul olehl baul 

kotoranl jikal tidakl dikelolal denganl baik.l Untukl mengurusl Izinl inil kel 
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Pemda,l terlebihl dahulul andal mengajukanl permohonanl untukl 

memperolehl izinl RTl /l RWl danl Kelurahanl setempat,l sertal mendapatl 

persetujuanl tidakl keberatanl daril tetanggal terdekat. 

Untukl memperolehl izinl orangl peroranganl maupunl badanl usahal 

mengajukanl permohonanl kepadal Bupatil melaluil Dinasl Peternakan.l Yangl 

berisil persyaratanl permohonanl denganl melampirkanl sebagail berikut; 

a. Memilikil Persetujuanl Prinsip 

b. Mengisil Fomulirl Permohonanl Izin 

c. Melampirkanl Fotokopil KTP 

d. Melampirkanl Fotokopil Aktel Pendirianl Perusahaan 

e. Melampirkanl Fotokopil NPWP 

f. Melampirkanl Fotokopil Izinl Lokasil ataul Izinl Peruntukanl 

Penggunaanl tanahl (IPPT) 

g. Melampirkanl Fotokopil UKL/UPL 

h. Melampirkanl Fotokopil Izinl Mendirikanl Bangunanl (IMB) 

i. Melampirkanl Fotokopil Izinl Undang-Undangl Gangguanl (HO)l ataul 

Suratl Izinl Tempatl Usahal (SITU) 

Kemudianl perusahaanl peternakanl wajibl mempunyail tenagal ahli,l modall 

danl peralatanl yangl cukupl sesuail denganl persyaratanl yangl ditetapkanl 

lebihl lanjutl olehl Menteri.16 

3. Jangkal Waktul Izinl Usaha 

Pemegangl Izinl Usahal Peternakanl wajibl denganl nyata-nyatal danl 

sungguh-sungguhl mendirikanl danl menjalankanl perusahaanl Peternakanl 

                                                           
16

l Peraturanl Pemerintahl Republikl Indonesia,l (1977)l ,l Nol 16,l Tahunl 1977l Tentangl Usahal Peternakan,hall 192 
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sesuail denganl rencanal yangl telahl disetujuil olehl Menteri.l Setelahl itul izinl 

usahal Peternakanl sebagaimanal dimaksudl l tidakl dapatl dipindahl 

tangankanl daril pihakl lainl denganl caral danl ataul bentukl apapunl karenal 

telahl diaturl secaral kodratl olehl Badanl Hukum. 

Setelahl jangkal waktul yangl ditetapkanl habis,l makal Izinl Usahal 

Peternakanl sebagaimanal dapatl dipertimbangkanl untukl diperpanjangl 

atasl permintaanl pemegangl Izinl yangl bersangkutan.l Izinl Usahal 

Peternakanl diberikanl danl berlakul untukl 1l (satu)l jenisl ataul lebihl daril 1l 

(satu)l bidangl usahal peternakan.l Denganl adanyal persyaratanl danl 

ketentuan-ketentuanl lainl daril setiapl jenisl bidangl usahal peternakanl yangl 

diaturl danl ditetapkanl olehl Badanl Hukum. 

Menteril ataul pejabatl yangl ditunjukl olehnyal melakukanl bimbinganl 

danl pengawasanl atasl pelaksanaanl perusahaan-perusahaanl peternakan.l 

Kemudianl berakhirnyal suatul izinl usahal dapatl dilihatl darinl berapal aspek-

aspekl karena. 

1. Jangkal waktul yangl diberikanl telahl berakhir 

2. Diserahkanl kembalil olehl pemegangl izinl kepadal yangl berwenangl 

sebeluml jangkal waktul diberikanl berakhir 

3. Dicabutl olehl yangl berwenangl memberikanl Izinl Usahal Peternakan,l 

karenal pemegangl izinl yangl bersangkutanl melakukanl suatul 

pelanggaran 

4. Perusahaanl yangl bersangkutanl jatuhl pailit 

5. Perusahaanl yangl bersangkutanl menghentikanl usahanya 
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Adapunl Izinl Usahal Peternakanl yangl dicabutl secaral paksal olehl badanl 

hukuml dikarenakanl adanyal suatul yangl bertentanganl denganl ketentuan-

ketentuanl yangl menyimpangl antaral lain. 

a. Tidakl melakukanl kegiatanl peternakanl ataul menghentikanl 

kegiatannyal selamal 1l (satu)l tahunl berturut-turut. 

b. Melakukanl pemindahanl lokasil kegiatanl peternakanl tanpal 

persetujuanl tertulisl daril pemberianl izin. 

c. Melakukanl perkuasanl tanpal memelikil Izinl Perluasanl daril pejabatl 

yangl berwenangl memberil izin. 

d. Tidakl menyampaikanl laporanl kegiatanl usahal peternakanl 3l (tiga)l 

kalil berturut-turut. 

e. Memindahl tangankanl pemberianl izinl kepadal pihakl lainl tanpal 

pemberitahuanl terlebihl dahulul kepadal pemberil izin. 

f. Diserahkanl kembalil olehl Pemegangl Izinl kepadal Bupatil ataul 

Pejabatl yangl ditunjuk. 

g. Tidakl melaksanakanl pencegahan,l pemberantasanl penyakitl hewanl 

menularl sertal keselamatanl kerjal sesuail denganl Peraturanl 

Perundang-undanganl yangl berlaku.l  

Denganl itul adapunl tatal caral dalaml pencabutanl Izinl Usahal Peternakanl 

tersebutl adalahl sebagail berikut. 

1. Diberil peringatanl secaral tertulisl kepadal yangl bersangkutanl sebanyakl 

3l (tiga)l kalil barturut-turutl masing-masingl denganl tenggangl waktul 2l 

(dual bulan). 
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2. Dibekukanl kegiatanl usahanyal selamal 6l (enam)l bulanl apabilal 

peringatanl tersebutl padal hurufl al konsederanl inil tidakl diindahkan. 

3. Pembekuanl Izinl Usahal Peternakanl dapatl dicairkanl kembalil apabilal 

Perusahaanl Peternakanl dalaml masal pembekuanl telahl melakukanl 

kegiatanl usahanyal kembalil danl ataul melakukanl segalal ketentuanl 

perizinanl usahal ini. 

4. Apabilal batasl waktul pembekuanl izinl usahal peternakanl selamal 6l 

(enam)l bulanl dilampauil danl perusahaanl peternakanl tetapl tidakl 

melakukanl kegiatanl sesuail ketentuanl dalaml pemberianl izinl usahal 

makal izinl usahal peternakanl dicabut.17
l  

4. Hakl Danl Kewajibanl Pendiril Usaha 

Setiapl orangl ataul pelakul usahal yangl telahl memenuhil ketentuanl 

dalaml Peraturanl Daerahl inil berhakl untukl mendapatkanl izinl dalaml 

melaksanakanl usahanyal sertal memperolehl perlindunganl hukum.l Makal 

daril itul setiapl orangl ataul pelakul usahal Peternakanl harusl memenuhil Hakl 

danl Kewajibanl sebagail berikutl untukl memenuhil ketentuan-ketentuanl 

antaral lain. 

 

1. Memenuhil ketentuanl ketenagakerjaanl yangl berlaku. 

2. Menghindaril pencemaranl udaral ataul baul kandangl danl ataul tempatl 

usahal peternakanl yangl mengakibatkanl pencemaranl lingkunganl bagil 

masyarakat. 

3. Menjagal kebersihanl kandangl danl ataul tempatl kegiatanl usahanya. 

                                                           
17Ibid,hall 220-221 
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4. Memeliharal ternakl agarl tidakl meresahkanl wargal danl masyarakatl baikl 

akibatl daril kotoranl danl ataul mengganggul tanamanl pertanianl wargal 

masyarakat. 

5. Mengendalikanl limbahl kotoranl danl ataul limbahl daril produkl ternakl 

sesuail ketentuanl yangl berlaku. 

6. Memusnahkanl denganl membakarl ataul menguburl ternakl yangl matil 

bangkail ataul yangl terserangl penyakit. 

7. Tanggapl terhadapl keluhanl wargal masyarakatl atasl akibatl usahanya. 

8. Membinal hubunganl kemasyarakatanl denganl wargal masyarakatl 

lingkunganl usahanya18.l  

 

C. Tinjuanl Tentangl Perlindunganl Hukum 

1. Pengertianl Perlindunganl Hukum 

Denganl hadirnyal hukuml dalaml kehidupanl bermasyarakat,l 

bergunal untukl mengintegrasikanl danl mengkoordinasikanl 

kepentingan-kepentinganl yangl biasal bertentanganl antaral satul samal 

lain.l Makal daril itu,l hukuml harusl bisal mengintegrasikannyal 

sehinggabenturan-benturanl kepentinganl itul dapatl ditekanl seminimall 

mungkin.l Pengertianl terminologil hukuml dalaml Bahasal Indonesial 

menurutl KBBIl adalahl peraturanl ataul adatl yangl secaral resmil dianggapl 

mengikat,l yangl dikukuhkanl olehl penguasal ataupunl pemerintah,l 

undang-undang,l peraturan,l danl sebagainyal untukl mengaturl pergaulanl 

hidupl masyarakat,l patokanl ataul kaidahl tentangl peristiwal alaml 

                                                           
18

l Peraturanl Daerahl Kabupatenl Tanahl Bumi,l (2006),l Nol 12l Tahunl 2006l Tentangl Pembinaanl Danl Retribusil Perizinanl 

Usahal Peternakanl ,Pasall 7 
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tertentu,l keputusanl ataul pertimbanganl yangl ditetapkanl olehl hakiml 

dalaml pengadilan,l ataul vonis.19 

Perlindunganl hukuml adalahl penyempitanl artil daril 

perlindungan,l dalaml hall inil hanyal perlindunganl olehl hukuml saja.l 

Perlindunganl yangl diberikanl olehl hukum,l terkaitl pulal denganl adanyal 

hakl danl kewajiban,l dalaml hall inil yangl dimilikil olehl manusial sebagail 

subyekl hukuml dalaml interaksinyal denganl sesamal manusial sertal 

lingkungannya.l Sebagail subyekl hukuml manusial memilikil hakl danl 

kewajibanl untukl melakukanl suatul tindakanl hukum.20 

Menurutl Setiono,l perlindunganl hukuml adalahl tindakanl ataul 

upayal untukl melindungil masyarakatl daril perbuatanl sewenang-

wenangl olehl penguasal yangl tidakl sesuail denganl aturanl hukum,l untukl 

mewujudkanl ketertibanl danl ketentramanl sehinggal memungkinkanl 

manusial untukl menikmatil martabatnyal sebagail manusia. 

Menurutl Muchsin,l perlindunganl hukuml merupakanl kegiatanl 

untukl melindungil individul denganl menyerasikanl hubunganl nilai-nilail 

ataul kaidah-kaidahl yangl menjelmal dalaml sikapl danl tindakanl dalaml 

menciptakanl adanyal ketertibanl dalaml pergaulanl hidupl antarl sesamal 

manusia.21 

Perlindunganl hukuml sangatl eratl kaitannyal denganl aspekl 

keadilan.Menurutl Soedirmanl Kartohadiprodjo,l padal hakikatnyal 

tujuanl hukuml adalahl mencapail keadilan.l Makal daril itu,l adanyal 

perlindunganl hukuml merupakanl salahl satul mediuml untukl 

                                                           
19

l Soedjonol Dirdjosisworo,Pengantarl Ilmul Hukum,l (l Jakarta:l PT.l Rajal Grafindol 

Persada,2008l ),l hall 25 
20

l CSTl Kansil.l Pengantarl Ilmul Hukuml danl Tatal HukumIndonesia,l (Jakarta:l Balail Pustaka,l 1980),l hall 102 
21

l Setiono.l Rulel ofl Lawl (Supremasil Hukum).l (Surakarta.l Magisterl Ilmul Hukuml Programl Pascasarjanal 

Universitasl Sebelasl Maret,l 2004),l hall 3 
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menegakkanl keadilanl salahl satunyal penegakanl keadilanl dibidangl 

ekonomil khususnyal penanamanl modal. 

Penegakanl hukuml dalaml bentukl perlindunganl hukuml dalaml 

kegiatanl ekonomil khususnyal penanamanl modall tidakl bisal dilepaskanl 

daril aspekhukumperusahaanl khususnyal mengenail perseroanl terbatasl 

karenal perlindunganl hukuml dalaml penanamanl modall melibatkanl 

beberapal pihakl pelakul usahaturutamal pihakpenanaml modal,l direktur,l 

komisaris,l pemberil izinl danl pemegangl kekuasaan,l sertapihak-pihakl 

penunjangl terjadinyal kegiatanl penanamanl modall sepertil notarisl yangl 

manal paral pihakl tersebutl didominasil olehl subjekl hukuml berupal badanl 

hukuml berbentukl perseroanl terbatas. 

Suatul perlindunganl dapatl dikatakanl sebagail perlindunganl 

hokuml apabilal mengandungl unsur-unsurl sebagail berikut: 

1. Adanyal pengayomanl daril pemerintahl terhadapl warganya. 

2. Jaminanl kepastianl hukum. 

3. Berkaitanl denganl hakl wargal negara. 

4. Adanyal sanksil hukumanl bagil pihakl yangl melanggar.22 

Subjekl hukuml dalaml hukuml perdatal terdapatl dual subjekl hukum,l 

yaitul subjekl hukuml orangl pribadil danl subjekl hukuml berupal badanl 

hukum.l Subjekl hukuml orangl pribadil ataul natuurlijkepersoonl adalahl 

orangl ataul manusial yangtelahl dianggapl cakapl menurutl hukum.l orangl 

sebagail subjekl hukuml merupakanpendukungl ataul pembawal hakl sejakl 

dial dilahirkanl hidupl hinggal dial mati.Walaupunl adal pengecualianl 

bahwal bayil yangl masihl adal dil dalaml kandunganl ibunyal dianggapl telahl 

                                                           
22

l Liharl RTSutantyal R.l Hadhikusumal danl Sumantoro,Pengertianl Pokokl HukumPerusahaan:l 

BentukbentukPerusahaan l yangl berlakul dil Indonesia,l (Jakarta:l PT.l RajagrafindoPersada,l 1996),l hall 5-8. 
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menjadil sebagail subjekl hukuml sepanjangl kepentingannyal 

mendukungl untukl itu23. 

Selanjutnya,l subjekl hukuml dalaml hukuml perdatal adalahl badanl 

hokuml ataul rechtspersoon.l Badanl hukuml merupakanl kumpulanl 

manusial pribadil ataul dapatl pulal merupakanl kumpulanl daril badanl 

hukum.l Menurutl Satjiptol Rahardjo,hukuml melindungil kepentinganl 

seseorangl denganl caral mengalokasikanl kekuasaanl kepadanyal untukl 

bertindakl dalaml rangkal kepentingannyal secaraterukur.l Kepentinganl 

merupakanl sasarandaril hakl karenal hakl 

mengandungunsurperlindunganl danl pengakuan.24 

Jadi,l dapatl disimpulkanl bahwal perlindunganl hukuml ataul legall 

protectionl merupakanl kegiatanl untukl menjagal ataul memeliharal 

masyarakatdemil mencapaikeadilan25.l Kemudianl perlindunganl 

hukuml dikonstruksikansebagail bentukpelayanan,l danl subjekl yangl 

dilindungi.26 

2. Jenisl Perlindunganl Hukum 

Menurutl Muchsin,l perlindunganl hukuml merupakanl suatul hall 

yangl melindungil subyek-subyekl hukuml melaluil peraturanl perundang-

undanganl yangl berlakul danl dipaksakanl pelaksanaannyal denganl suatul 

sanksi.l Perlindunganl hukuml dapatl dibedakanl menjadil dua,l yaitu: 

                                                           
23

l H.R.l Sardjonol danl Friedal Husnil Hasbullah,Bungal Rampail Perbandinganl Hukumperdata,l hall 143 
24

l Satjiptol Rahardjo,Ilmul Hukum,l cet.l VIl (Bandung:l PT.l Citral Adityal Bakti,l 2006),l hall 54 
25Hildal Hilmiahl Diniyati,l “Perlindunganl Hukuml bagil Investorl dalaml Pasarl Modal(Studil padal Gangguanl 

Sisteml Transaksil dil Bursal Efekl Indonesia)”,l (Skripsil S1l Fakultasl Syariahdanl Hukum,l Universitasl Islaml Negeril 

Syarifl Hidayatullahl Jakarta,l 2013),l hall 19 
26

l Saliml HSl danl Erliesl Septianal Nurbaini,l “Penerapanl Teoril Hukuml padal PenelitianTesisl danl Disertasi”,l cet.l 1,l 

(Jakarta:PT.l Rajagrafindol Persada,l 2013),l hall 261 
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a. Perlindungan l Hukum Preventifl  

Perlindunganl yangl diberikanl olehl pemerintahl denganl tujuanl 

untukl mencegahl sebeluml terjadinyal pelanggaran.l Hall inil 

terdapatl dalaml peraturanl perundang-undanganl denganl 

maksudl untukl mencegahl suatul pelanggaranl sertal 

memberikanl rambu-rambul ataul batasan-batasanl dalaml 

melakukanl sutul kewajiban. 

b. Perlindungan l Hukuml  Represif 

l Perlindunganl hukuml represifl merupakanl perlindunganl akhirl 

berupal sanksil sepertil denda,l penjara,l danl hukumanl tambahanl 

yangl diberikanl apabilal sudahl terjadil sengketal ataul telahl 

dilakukanl suatul pelanggaran. 

Menurutl Philipusl M.l Hadjon,l bahwal saranal perlindunganl Hukuml 

adal dual macam,l yaitul : 

1. Saranal Perlindunganl Hukuml Preventifl  

Padal perlindunganl hukuml preventifl ini,l subyekl hukuml 

diberikanl kesempatanl untukl mengajukanl keberatanl ataul 

pendapatnyal sebeluml suatul keputusanl pemerintahl mendapatl 

bentukl yangl definitif.l Tujuannyal adalahl mencegahl terjadinyal 

sengketa.l Perlindunganl hukuml preventifl sangatl besarl artinyal 

bagil tindakl pemerintahanl yangl didasarkanl padal kebebasanl 

bertindakl karenadenganl adanyal perlindunganl hukuml yangl 

preventifl pemerintahl terdorongl untukl bersifatl hati-hatil dalaml 

mengambill keputusanl yangl didasarkanl padal diskresi.l Dil 
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indonesial beluml adal pengaturanl khususl mengenail 

perlindunganl hukuml preventif. 

2. Saranal Perlindunganl Hukuml Represifl  

Perlindunganl hukuml yangl represifl bertujuanl untukl 

menyelesaikanl sengketa.l Penangananl perlindunganl hukuml 

olehl Pengadilanl Umuml danl Pengadilanl Administrasil dil 

Indonesial termasukl kategoril perlindunganl hukuml ini.l Prinsipl 

perlindunganl hukuml terhadapl tindakanl pemerintahl bertumpul 

danl bersumberl daril konsepl tentangl pengakuanl danl 

perlindunganl terhadapl hak-hakl asasil manusial karenal menurutl 

sejarahl daril barat,l lahirnyal konsep-konsepl tentangl pengakuanl 

danl perlindunganl terhadapl hak-hakl asasil manusial diarahkanl 

kepadal pembatasan-pembatasanl danl peletakanl kewajibanl 

masyarakatl danl pemerintah.l Prinsipl kedual yangl mendasaril 

perlindunganl hukuml terhadapl tindakl pemerintahanl adalahl 

prinsipl negaral hukum.l Dikaitkanl denganl pengakuanl danl 

perlindunganl terhadapl hak-hakl asasil manusia,l pengakuanl danl 

perlindunganl terhadapl hak-hakl asasil manusial mendapatl 

tempatl utamal danl dapatl dikaitkanl denganl tujuanl daril negaral 

hukum.27 

Keadilanl dibentukl olehl pemikiranl yangl benar,l dilakukanl secaral 

adill danl jujurl sertal bertanggungl jawabl atasl tindakanl yangl dilakukan.l 

Rasal keadilanl danl hukuml harusl ditegakkanl berdasarkanl Hukuml Positifl 

untukl menegakkanl keadilanl dalaml hukuml sesuail denganl realitasl 
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l Phillipusl M.l Hadjon,l Perlindunganl Hukum...,l l hall 30 
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masyarakatl yangl menghendakil tercapainyal masyarakatl yangl amanl danl 

damai.l Keadilanl harusl dibangunl sesuail denganl cital hukuml dalaml negaral 

hukum,l bukanl negaral kekuasaan.l Hukuml berfungsil sebagail 

perlindunganl kepentinganl manusia,l penegakkanl hukuml harusl 

memperhatikanl 4l unsur: 

1. Kepastianl Hukum 

2. Kemanfaatanl Hukum 

3. Keadilanl Hukum 

4. Jaminanl Hukum28 

 Bahwal perlindunganl hukuml merupakanl segalal bentukl upayal 

pengayomanl terhadapl harkatl danl martabatl manusial sertal terhadapl hakl 

asasil manusial dil bidangl hukum.l Prinsipl perlindunganl hukuml bagil rakyatl 

Indonesial bersumberl padal Pancasilal danl konsepl Negaral Hukum,l kedual 

sumberl tersebutl mengutamakanl pengakuanl sertal penghormatanl 

terhadapl harkatl danl martabatl manusia.l Saranal perlindunganl hukuml adal 

dual bentuk,l yaitul saranal perlindunganl hukuml preventifl danl represif.29 

Hukuml berfungsil sebagail pelindunganl kepentinganl manusia,l 

agarl kepentinganl manusial terlindungi,l hukuml harusl dilaksanakanl 

secaral profesional.l Pelaksanaanl hukuml dapatl berlangsungl normal,l 

damai,l danl tertib.l Hukuml yangl telahl dilanggarl harusl ditegakkanl melaluil 

penegakkanl hukum.l Penegakkanl hukuml menghendakil kepastianl 

hukum,l kepastianl hukuml merupakanl perlindunganl yustisiablel terhadapl 

tindakanl sewenang-wenang.l Masyarakatl mengharapkanl adanyal 
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l Ishaq,l Dasar-dasarl Ilmul Hukum,l (Jakarta.l Sinarl Grafika.l 2009),l hall 43 
29

l Ibid.,l hall 4 
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kepastianl hukuml karenal denganadanyal kepastianl hukuml masyarakatl 

akanl tertib,l amanl danl damai.l Masyarakatl mengharapkanl manfaatl dalaml 

pelaksanaanl penegakkanl hukum.l Hukuml adalahl untukl manusial makal 

pelaksanaanl hukuml harusl memberil manfaat,l kegunaanl bagil masyarakatl 

janganl sampail hukuml dilaksanakanl menimbulkanl keresahanl dil dalaml 

masyarakat.l Masyarakatl yangl mendapatkanl perlakuanl yangl baikl danl 

benarl akanl mewujudkanl keadaanl yangl tatal tentreml raharja.l Hukuml 

dapatl melindungil hakl danl kewajibanl setiapl individul dalaml kenyataanl 

yangl senyatanya,l denganl perlindunganl hukuml yangl kokohl akanl 

terwujudl tujuanl hukuml secaral umum:l ketertiban,l keamanan,l 

ketentraman,l kesejahteraan,l kedamaian,l kebenaran,l danl keadilan. 

l Aturanl hukuml baikl berupal undang-undangl maupunl hukuml tidakl 

tertulis,l denganl demikian,l berisil aturan-aturanl yangl bersifatl umuml yangl 

menjadil pedomanl bagil individul bertingkahl lakul dalaml hidupl 

bermasyarakat,l baikl dalaml hubunganl denganl sesamal maupunl dalaml 

hubungannyal denganl masyarakat.l Aturan-aturanl itul menjadil batasanl 

bagil masyarakatl dalaml membebanil ataul melakukanl tindakanl terhadapl 

individu.l Adanyal aturanl semacaml itul danl pelaksanaanl aturanl tersebutl 

menimbulkanl kepastianl hukum.l Denganl demikian,l kepastianl hukuml 

mengandungl dual pengertian,l yaitul pertama,l adanyal aturanl yangl bersifatl 

umuml membuatl individul mengetahuil perbuatanl apal yangl bolehl ataul 

tidakl bolehl dilakukanl danl dua,l berupal keamananl hukuml bagil individul 

daril kesewenanganl pemerintahl karenal denganl adanyal aturanl yangl 

bersifatl umuml itul individul dapatl mengetahuil apal sajal yangl bolehl 

dibebankanl ataul dilakukanl olehl Negaral terhadapl individu.l Kepastianl 
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hukuml bukanl hanyal berupal pasall dalaml undang-undang,l melainkanl 

jugal adanyal konsistensil dalaml putusanl hakiml antaral putusanl hakiml 

yangl satul denganl putusanl hakiml yangl lainnyal untukl kasusl serupal yangl 

telahl dil putuskan.30 

Kepastianl hukuml secaral normatifl adalahl ketikal suatul peraturanl 

dibuatl danl diundangkanl secaral pastil karenal mengaturl secaral jelasl danl 

logis.l Jelasl dalaml artil tidakl menimbulkanl keragua-raguanl (multil tafsir)l 

danl logisl dalaml artil ial menjadil suatul sisteml normal denganl normal lainl 

sehinggal tidakl berbenturanl ataul menimbulkanl konflikl norma.l Konflikl 

normal yangl ditimbulkanl daril ketidakpastianl aturanl dapatl berbentukl 

kontestasinorma,l reduksil norma,l ataul distorsil norma. 

Peranl pemerintahl danl pengadilanl dalaml menjagal kepastianl 

hukuml sangatl penting.l Pemerintahl tidakl bolehl menerbitkanl aturanl 

pelaksanaanl yangl tidakl diaturl olehl undang-undangl ataul bertentanganl 

denganl undang-undang.l Apabilal hall itul terjadi,l pengadilanl harusl 

menyatakanl bahwal peraturanl demikianl batall demil hukum,l artinyal 

dianggapl tidakl pernahl adal sehinggal akibatl yangl terjadil karenal adanyal 

peraturanl itul harusl dipulihkanl sepertil sediakala.l Akanl tetapi,l apabilal 

pemerintahl tetapl tidakl maul mencabutl aturanl yangl telahl dinyatakanl batall 

itu,l hall itul akanl berubahl menjadil masalahl politikl antaral pemerintahl danl 

pembentukl undang-undang.l Yangl lebihl parahl lagil apabilal lembagal 

perwakilanl rakyatl sebagail pembentukl undang-undangl tidakl 

mempersoalkanl keenggananl pemerintahl mencabutl aturanl yangl 

dinyatakanl batall olehl pengadilanl tersebut.l Sudahl barangl tentul hall 
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l Peterl Mahmudl Marzuki.l Pengantarl Ilmul Hukum.l (Jakarta.l Kencana.l 2008),l hall 157-158 
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semacaml itul tidakl memberikanl kepastianl hukuml danl akibatnyal hukuml 

tidakl mempunyail dayal prediktibilitas.31 

3. Tujuanl Perlindunganl Hukuml Masyarakatl Dil Sekitarl Peternakan 

Pengertianl perlindunganl hukuml bagil masyarakatl dil sekitarl 

peternakanl yangl menjadil konsumenl melikil hakl yangl terdapatl dalaml Pasall 

1l angkal 1l Undang-Undangl Nomorl 8l Tahunl 1999l tentangl “Perlindunganl 

Konsumenl (selanjutnyal disebutl Undang-Undangl Perlindunganl 

Konsumen/UUPK),l yaitul segalal upayal yangl menjaminl adanyal kepastianl 

hukuml untukl memberil perlindunganl kepadal konsumen”.l Rumusanl 

pengertianl perlindunganl konsumenl yangl terdapatl dalaml Pasall 1l angkal 1l 

Undang-Undangl Perlindunganl Konsumenl tersebutl cukupl memadai.l 

Kalimatl yangl menyatakanl “segalal upayal yangl menjaminl adanyal 

kepastianl hukum”,l diharapkanl sebagail bentengl untukl meniadakanl 

tindakanl sewenang-wenangl yangl merugikanl pelakul usahal hanyal demil 

untukl kepentinganl perlindunganl konsumen. 

Kepastianl hukuml untukl melindungil hak-hakl konsumen,l yangl 

diperkuatl melaluil undang-undangl khusus,l memberikanl harapanl agarl 

pelakul usahal tidakl lagil bertindakl sewenang-wenangl yangl selalul 

merugikanl hak-hakl konsumen.l Denganl adanyal Undang-Undangl 

Perlindunganl Konsumenl besertal perangkatl hukuml lainnya,l konsumenl 

memilikil hakl danl posisil yangl berimbang,l danl merekal punl bisal menggugatl 

ataul menuntutl jikal ternyatal hak-haknyal telahl dirugikanl ataul dilanggarl 

olehl pelakul usaha.32 
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l Ibid.,l hal.l 159-160 
32

l Happyl Susanto,l Hak-hakl konsumenl jikal dirugikan,l (Jakarta:l Visimedial 2008),l hall 4. 
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Perlindunganl hukuml diartikanl sebagail pengakuanl danl jaminanl yangl 

diberikanl dalaml hubungannyal denganl hak-hakl manusia.l Salahl satul 

fungsil perlindunganl hukuml adalahl untukl memenuhil hak-hakl masyarakatl 

kususnyal wargal dil sekitarl peternakanl denganl kesehatanl lingkunganl danl 

penguasal terhindarl daril sikapl melanggarl danl sewenang-wenang. 

Pengusahal dalaml menjalankanl usahal peternakannyal harusl 

memperhatiakanl masyarakatl dil sekitarl peternakanl dalaml upayal 

penangananl kesehatanl lingkunganl yangl berkolerasil langsungl denganl 

kesehatanl pekerja.l Pekerjal harusl memperolehl perlindunganl daril berbagail 

dampakl yangl dapatl ditimbulkanl daril peternakanl tersebut.l Maksudl 

diadakannyal perlindnganl masyarakatl yangl bekerjal dil peternakanl 

terhadapl dampakl negatifl daril peternakanl adalahl agarl pekerjal dapatl 

memperolehl hakl merekal sebagail manusial yangl inginl hidupl sehatl danl 

dapatl menjalankanl pekerjaanyal denganl tenang. 

4. Kesehatanl Masyarakat 

Definisil Kesehatanl masyarakatl menurutl Profesorl Winslowl daril 

Universitasl Yalel adalahl ilmul danl senil mencegahl penyakit,l 

memperpanjangl hidup,l meningkatkanl kesehatanl fisikl danl mental,l danl 

efisiensil melaluil usahal masyarakatl yangl terorganisirl untukl meningkatkanl 

sanitasil lingkungan,l kontroll infeksil dil masyarakat,l pendidikanl individul 

tentangl kebersihanl perorangan,l pengorganisasianl pelayananl medisl danl 

perawatan,l untukl diagnosal dini,l pencegahanl penyakitl danl pengembanganl 
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aspekl sosial,l yangl akanl mendukungl agarl setiapl orangl dil masyarakatl 

mempunyail standarl kehidupanl yangl kuatl untukl menjagal kesehatannya.33 

Pembangunanl kesehatanl bertujuanl untukl meningkatkanl kesadaran,l 

kemauan,l danl kemampuanl hidupl sehatl bagil setiapl orangl agarl terwujudl 

derajatl kesehatanl masyarakatl yangl setinggi-tingginya,l sebagail investasil 

bagil pembangunanl sumberl dayal manusial yangl produktifl secaral sosiall danl 

ekonomis. 

Adapunl hakl masyarakatl l agarl setiapl orangl berhakl atasl kesehatan. 

1. Setiapl orangl mempunyail hakl yangl samal dalaml memperolehl aksesl 

atasl sumberl dayal dil bidangl kesehatan. 

2. Setiapl orangl mempunyail hakl dalaml memperolehl pelayananl 

kesehatanl yangl aman,l bermutu,l danl terjangkau. 

3. Setiapl orangl berhakl secaral mandiril danl bertanggungl jawabl 

menentukanl sendiril pelayananl kesehatanl yangl diperlukanl bagil 

dirinya. 

4. Setiapl orangl berhakl mendapatkanl lingkunganl yangl sehatl bagil 

pencapaianl derajatl kesehatan. 

5. Setiapl orangl berhakl untukl mendapatkanl informasil danl edukasil 

tentangl kesehatanl yangl seimbangl danl bertanggungl jawab. 

6. Setiapl orangl berhakl memperolehl informasil tentangl datal 

kesehatanl dirinyal termasukl tindakanl danl pengobatanl yangl telahl 

maupunl yangl akanl diterimanyal daril tenagal kesehatan34. 

Pemerintahl bertanggungl jawabl merencanakan,l mengatur,l 

menyelenggarakan,l membina,l danl mengawasil penyelenggaraanl upayal 
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l Efendil Sianturil Dkk,l Kesehatanl Masyarakat,(Sidoarjo:Zifatamal Jawaral 2019),l hall 52 
34

l Ibid,l hall 55 
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kesehatanl yangl meratal danl terjangkaul olehl masyarakat.l bertanggungl 

jawabl atasl ketersediaanl lingkungan,l tatanan,l fasilitasl kesehatanl baikl 

fisikl maupunl sosiall bagil masyarakatl untukl mencapail derajatl kesehatanl 

yangl setinggi-tingginya.35 

Secaral kerangkal pemenuhanl hakl atasl kesehatan,l satul sisil negaral 

kital jelasl mengakuil danl sangatl mewajibkanl pemenuhanl hakl wargal 

negaranyal salahl satunyal terkaitl denganl hakl atasl pelayananl kesehatan.l 

Diantaranyal terdapatl padal Undang-Undangl Dasarl 1945,l Undang-

Undangl Nomorl 36l Tahunl 2009l Tentangl Kesehatan,l Undang-Undangl 

Nomorl 40l Tahunl 2004l Tentangl Sisteml Jaminanl Sosiall Nasional,l 

Undang-Undangl Nomorl 39l Tahunl 1999l Tentangl Hakl Asasil Manusial 

danl Kovenanl Internasionall tentangl Hakl Ekonomi,l Sosiall danl Budayal 

yangl telahl diratifikasil olehl Undang-Undangl Nomorl 12l Tahunl 2005. 

Pasall 19l ayatl (2)l Undang-Undangl Nomorl 40l Tahunl 2004l Tentangl 

Sisteml Jaminanl Sosiall Nasionall menyebutkanl “Jaminanl kesehatanl 

diselenggarakanl denganl tujuanl menjaminl agarl pesertal memperolehl 

manfaatl pemeliharaanl kesehatanl danl perlindunganl dalaml memenuhil 

kebutuhanl dasarl kesehatan”.l Danl dipertegasl dalaml Pasall 12l ayatl (1)l 

Undang-Undangl Nomorl 12l Tahunl 2005l menyebutkanl “Negaral Pihakl 

dalaml Kovenanl inil mengakuil hakl setiapl orangl untukl menikmatil standarl 

tertinggil yangl dapatl dicapail atasl kesehatanl fisikl danl mental”l jo.l Pasall 

12l ayatl (2)l hurufl dl Undang-Undangl Nomorl 12l Tahunl 2005l 
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l Undangl Undangl RI,l Tentangl Kesehatan,l Nol 36l Tahunl 2009,l pasall 4l danl 5 
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menyebutkanl “Penciptaanl kondisi-kondisil yangl akanl menjaminl semual 

pelayananl danl perhatianl medisl dalaml hall sakitnyal seseorang”. 

Disisil lainl denganl Pemberlakuanl pasall 52l Ayatl (1)l hurufl rl Perpresl 

Nomorl 82l Tahunl 2018l Tentangl Jaminanl Kesehatanl merupakanl 

pengabaianl jaminanl kesehatanl bagil masyarakatl yangl kital nilail bisal 

merusakl tatananl kewajibanl negaral yangl telahl disebutkanl danl dijaminl 

olehl undang-undangl yangl lebihl tinggi,l bagaimanal mungkinl misalnyal 

korbanl akibatl tindakl pidanal penganiayaanl yangl samal sekalil tidakl 

menginginkanl terjadinyal tindakanl tersebutl terhadapl dirinyal tetapil 

negaral tidakl maul menanggungl danl menjaminl pelayananl kesehatanl 

terhadapl korbanl tersebut 

Pertanggungjawabanl negaral yangl harusl dipenuhil terhadapl hakl 

atasl kesehatanl setidaknyal terdapatl 3l bentukl yaitul menghormatil hakl atasl 

kesehatan,l melindungil hakl atasl kesehatanl sertal memenuhil hakl atasl 

kesehatan.36 

D. Perlindungan l Hukum l Terhadap l Masyarakat l Menurutl  Perspektif l Hukuml 

Isalm 

Perspektifl hukuml Islaml menjelaskanl bahwal didalaml prosesl 

kegiatanl usahal harusl terbukal sesuail denganl (Qs.An-Nisaa:’l (4):29) 

َ lبِالْبَاطِلَِ lبَيْنكَُمَْ lأمَْوَالكَُمَْ lتأَكُْلوُا lلََ lآمَنوُا lالَّذِينََ lأيَُّهَا lيَا َ lعَنَْ lتِجَارَة َ lتكَُونََ lأنََْ lإلَِّ َ مِنْكُمَْ lترََاض   ۚ l ََوَلl تقَْتلُوُاl 

َ أنَْفسَُكُمَْ  ۚ l ََِّإنl ََاللَّهl ََكَانl َِكُمَْب l ا  رَحِيم 

l “Hail orang-orangl yangl beriman,l janganlahl kamul salingl memakanl hartal 

sesamamul denganl jalanl yangl batil,l kecualil denganl jalanl perniagaanl 

yangl berlakul denganl sukal samal sukal dil antaral kamu,” 
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l Dil Ambill daril :http://lbhbandaaceh.org/negara-wajib-bertanggungjawab-atas-kesehatan-masyarakat/ 
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Menurutl tafsirl bukul ringkasanl kitabl All Umml karanganl Imaml Syafi’il 

Abul Abdullahl Muhammadl binl Idrisl bahwal didalaml kegiatanl usahal 

dalaml perspektifl hukuml islaml berlandaskanl keterbukaanl ataul salingl 

suka,l menurutl penulisl caral pandangl hukuml islaml yangl berlandaskanl Al-

Quranl berbandingl lurusl denganl hukuml perlindunganl hukum,l hall inil 

menandakanl bahwal baikl konsumenl maupunl pelakul usahal harusl 

memenuhil kewajibannyal dalaml melakukanl kegiatanl usahal 

(berniaga).37 
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l Imaml Syafi”Il Abul Abdullahl Muhammadl binl Idris,Ringkasanl Kitabl All Umm;Jakartal Pustakal 

Azzam;Jakartal Selatan,hall 279 
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BABl III 

HASILl PENELITIANl DANl PEMBAHASAN 

 

A. Tinjuanl Umuml Peternakanl Ayaml Bp.Sudarjo 

1. Sejarahl Singkatl Berdirinyal Peternakan 

Usahal peternakanl ayaml pedagingl milikl bapakl Sudarjol berdiril sejakl 

bulanl Septemberl 2017.l Usahal tersebutl memangl dibilangl usahal keluargal 

yangl dulunyal hanyal peternakl rumahanl yangl memilikil kandangl sepetakl 

yangl memilikil luasl lahanl 10l meterl dibelakangl rumahl bapakl Sudarjo.l 

Kemudianl dil akhirl bulanl ditahunl 2017l bapakl sudarjol tepatnyal dil bulanl 

septemberl bapakl Sudarjol membangunl peternakanl yangl memilikil luasl 

lahanl 1.000meterl yangl dipegangl sepenuhnyal olehl bapakl Sudarjol sendiril 

danl dibantul olehl anaknyal sendiril yangl bernamal Lilik,l dil tanahl kemilikanl 

sendiril yangl tidakl jauhl daril permukimanl bapakl Sudarjol sendiri. 

l Dil dalaml usahal inil memangl beluml dibilangl sangatl lama,l dihitungl 

daril sekarangl usahal peternakanl bapakl sudarjol sudahl beroprasil 3l tahun.l 

Denganl memilikil 1l kandangl yangl berisil 1.000l ekorl ayaml pedaging.l 

Kemudianl dalaml pendapatanl yangl diperolehl daril usahal peternakanl ayaml 

pedagingl bapakl Sudarjol dalaml sekalil panenl denganl kapasitasl ayaml 1.000l 

ekorl mencapail sekitarl Rpl 5.0000.000,-.l Hinggal saatl inil usahal yangl 

dimilikil bapakl Sudarjol yangl dibantul olehl anaknyal terusl berkembangl danl 

dapatl dikemudianl haril bisal lebihl besarl daril ini38. 
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l Wawancaral Denganl Sudarjo,l Pemilikl Peternakan,l 5l Febuaril 2021 
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2. Strukturl Organisasi 

Sepertil yangl dikatakanl sebelumnyal bahwal peternakanl bapakl 

Sudarjol merupakanl usahal keluargal dil manal manajemenl puncaknyal 

adalahl pemilikl daril usahal ini.l Bapakl Sudarjol pemilikl usahal inil merupakanl 

Topl Managementl danl memilikil posisil yangl sejajarl denganl bapakl Lilikl 

sebagail anaknya.l Namunl bedanyal Bapakl Sudarjol lebihl banyakl dil 

lapanganl dibandingl anaknya,l sementaral anaknyal sendiril l yangl yangl 

bernamal Lilikl lebihl banyakl dil rumahl danl mengawasl Peternakanl secaral 

tidakl lansung. 

Daril Topl Managementl Bapakl Sudarjol sebagail penanggungl jawabl 

atasl usahal peternakanl inil sedangkanl Bapakl Lilikl sebagail koordinatorl 

yangl memegangl Divisil Pemesanan,l pergudanganl danl Divisil pemasaran.l 

Kemudianl Bapakl Sudarjol bisal membantul apal yangl dilakukanl olehl Bapakl 

Lilikl danl sebaliknya,l karenal usahal tersebutl dibangunl bersamal samal danl 

bertujuanl yangl sama. 

Adapunl tugasl danl fungsil divisil tersebutl adalahl sebagail berikut; 

a. Divisil Pemesanan 

Tugasl danl fungsil divisil inil adalahl hal–hall yangl berkaitanl denganl 

pemesanan,l mulail daril persiapanl pemesenan,l mensurveil tempat,l 

memilihl barangl yangl akanl dipesan,l membelil barang,l hinggal 

memastikanl barangl yangsudahl dipesansampail kel gudang. 

b. Divisil Pergudangan 

Setelahl barangl sampail dil gudang,l barangl akanl disortir,l dipisahkanl 

barangyangl masihl bagusl danl barangl yangl rusak,l memastikanl kondisil 

barangl yangl adal dalaml gudangl sudahl bagus,l memisahkanl denganl 



 
 

42 

 

kualitasl bagus,mengikatl danl memastikanl barangl siapl dipasarkanl 

danlainl sebagainyal yangl berkaitanl denganl kegiatanl dalaml gudang,l 

semual inil adalahl tugasl daril divisil pergudangan. 

c. Divisil Pemasaran 

Setelahl barangl yangl adal dil dalaml gudangl siapl dipasarkan,l makal tibal 

saatnyadivisil pemasaranl menjalankanl tugasl danl fiungsinya.l Divisil 

pemasaranl akanl membawal barangl yangl sudahl siapl dipasarkanl kel kedai-

kedail ataul kepedagang-pedagangl lainl yangl adal dil sekitarl gudang,l danl 

tidakl jarangl divisipemasaranl inil sampail keluarl kotal untukl menjuall 

barangl tersebut.39 

 

B. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat disekitar usaha 

peternakan di kecamatan brati kabupaten grobogan? 

1. Prosedurl Pelaksanaanl Perlindunganl Hukuml Terhadapl Masyarakatl  

Perlindunganl hukuml diartikanl sebagail pengakuanl danl jaminanl yangl 

diberikanl dalaml hubungannyal denganl hak-hakl manusia.l Salahl satul 

fungsil perlindunganl hukuml adalahl untukl memenuhil hak-hakl masyarakatl 

kususnyal yangl dil sekitarl peternakanl denganl kesehatanl lingknganl danl 

penguasal terhindarl daril sikapl melanggarl danl sewenang-wenang. 

Pengusahal dalaml menjalankanl usahal peternakannyal harusl 

memperhatiakanl pekerjal ataul masyarakatl dil peternakanl dalaml upayal 

penangananl kesehatanl lingkunganl yangl berkolerasil langsungl denganl 

kesehatanl pekerja.l Pekerjal harusl memperolehl perlindunganl daril berbagail 
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dampakl yangl dapatl ditimbulkanl daril peternakanl tersebut.l Maksudl 

diadakannyal perlindunganl masyarakatl yangl bekerjal dil peternakanl 

terhadapl dampakl negatifl daril peternakanl adalahl agarl pekerjal dapatl 

memperolehl hakl merekal sebagail manusial yangl inginl hidupl sehatl danl 

dapatl menjalankanl pekerjaanyal denganl tenang. 

Berdasarkanl datal diatasl pelaksanaanl perlindunganl hukuml terhadapl 

masyarakatl dil sekitarl peternakanl padal peternakanl Bapakl Sudarjol dil 

kecamatanl Bratil Kabupatenl Grobogan.l Penulisl memberikanl kesimpulanl 

atasl hasill wawancaral danl penelitianl daril narasumberl Bapakl Sudarjol 

sebagail pemilikl peternakanl menegaskanl bahwal pelaksanaanl 

perlindunganl hukuml bagil masyarakatl dil sekitarl peternakannl inil secaral 

garisl besarl sudahl sesuail denganl peraturanl l Undangl Undangl Republikl 

Indonesial Nomorl 18l Tahunl 2009l Tentangl Peternakanl l Danl Kesehatanl 

Hewan.l Pelaksanaanl kebersihanl kandangl danl perlengkapanl kerjal yangl 

sesuail memberikanl kenyamananl danl keamananl kerjal bagil paral pekerjal 

peternakanl danl kebersihanl lingkunganl dil areal peternakanl agarl tidakl 

terjadinyal pencemaranl lingkunganl yangl dapatl merugikanl bagil masyrakatl 

danl membahayakanl kesehatanl masyarakatl dil sekitarl peternakanl tersebut.l 

Sepertil ancamanl pencemaranl penyakitl menularl AIl (Avianl Influenza)l danl 

limbahl yangl dihasilkanl daril peternakan. 

Secaral garisl besarl penangananl perlindunganl hukuml terhadapl 

masyrakatl harusl dil perhatikanl terutamal padal peraturanl yangl berlakul 

mengenail pencegahan,l pengendalianl danl pemberantasanl penyakitl hewanl 

menularl influenzal padal unggas/ayam.l Yangl tidakl terjadinyal suatul 
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kerugianl bagil pihakl manal pun.40 

2. Tanggungl Jawabl Pelakul Usahal Peternakan 

Pelakul usahal harusl bertanggungl jawabl atasl pembangunanl 

peternakanl yangl beradal disekitarl permukimanl masyarakatl yangl dapatl 

menimbulkanl kerugianl dil salahl satul pihak.l Tanggungl jawabl pelakul usahal 

inil dinamakanl prosedurl perlindunganl hukuml bagil masyarakat.l Prosedurl 

perlindunganl hukuml inil dil timbulkanl agarl tidakl terjadinyal kerugianl yangl 

dialamil olehl masyarakatl yangl sebagail konsumenl akibatl daril 

pembangunanl peternakanl dil sekitarl peternakan.bisal dikarenakanl 

kekuranganl pengolaanl limbahl yangl ditimbulkanl daril ternakl danl 

penularanl penyakitl yangl dapatl terjadi,l tidakl sesuail denganl yangl 

diperjanjikanl ataul jaminan,l ataul kesalahanl yangl dilakukanl olehl pelakul 

usaha.l Denganl demikianl tanggungl jawabl pelakul usahal inil bisal 

dikarenakanl pelakul usahanyal ingkarl janjil ataul melakukanl perbuatanl 

melawanl hukum. 

Hasill wawancaral penulisl denganl narasumberl Bapakl Sudarjo,l 

sebagail selakul pemilikl peternakanl dil salahl satul Kecamatanl Bratil 

Kabupatenl Groboganl beliul menegaskanl bahwal setiapl terjadil 

permasalahanl terkaitl pembangunanl peternakanl yangl telahl beradal tidakl 

jauhl daril permukimanl masyarakatl (konsumen)l pihakl pelakul usahal 

bertanggungl jawabl penuhl atasl kerugianl yangl dialamil olehl konsumenl hall 

inil disampaikanl melaluil musyawarahl danl kesepakatanl bersama. 
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Tanggungl jawabl pelakul usahal inil telahl diaturl dalaml Pasall 19l Undang-

Undangl Perlindunganl Konsumenl Nomorl Tahunl 1999.l Dikatakanl pelakul usahal 

bertanggungl jawabl memberikanl gantil rugil atas: 

a. Kerusakan. 

b. Pencemaran. 

c. Kerugianl konsumenl (Masyarakat).41 

Akibatl kerugian,l kerusakanl danl pencemaranl daril perternakanl inil pelakul 

usahal sepenuhnyal bertanggungl jawabl atasl kerugianl yangl dil timbulkan.l Bentukl 

gantil ruginyal dapatl berupa. 

a. Perawatanl kesehatanl dan/ataul pemberianl santunanl yangl sesuail denganl 

ketentuanl peraturanl perundang-undanganl yangl berlaku. 

b. Memperbaikil danl mengantil rugil atasl kerusakanl lingkunganl yangl 

ditimbulkanl daril peternakan. 

Tanggungl jawabl pelakul usahal dalaml memberikanl gantil rugil diatas,l tidakl 

berlakul apabilal pelakul usahal dapatl membuktikanl bahwal kesalahanl tersebutl 

merupakanl konsumen.l Inil berartil bahwal pembuktianl terhadapl adal tidaknyal 

unsurl kesalahanl dalaml gugatanl gantil rugil merupakanl bebanl danl tanggungl jawabl 

pelakul usaha. 

Pemberianl gantil rugil dilaksanakanl dalaml tenggangl waktul enaml haril 

setelahl tanggall terjadinyal kerugian,l danl itul tidakl menghapuskanl kemungkinanl 

adanyal tuntutanl pidanal berdasarkanl pembuktianl lebihl lanjutl mengenail adanyal 

unsurl kesalahan.l Selainl melindungil hakl hakl masyarakatl ataul konsumen.l 

Denganl bertujuanl perlindunganl hukuml terhadapatl masyarkatl ataul konsumenl 

yakni: 
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a. Meningkatkanl kesadaran,l kemampuanl danl kemandirianl masyrakatl 

untukl melindungil diri. 

b. Mengangkatl harkatl danl martabatl masyarakatl supayal terhindarl daril 

dampakl negatifl daril peternakanl ini. 

c. Meningkatkanl pemberdayaanl masyarakatl dalaml mengambill 

keputusanl mengenail hak-hakl konsumennya. 

d. Menciptakanl sisteml perlindunganl yangl berkepastianl hukum,l 

keterbukaanl informasil sertal aksesl mendapatkanl informasi. 

e. Menumbuhkanl kesadaranl pelakul usahal untukl bersikapl jujurl danl 

bertanggungl jawabl supayal konsumennyal ataul masyarakatl dapatl 

terlindungi. 

f. Meningkatkanl kualitasl produksil denganl jaminanl kesehatan,l 

kenyamanan,l keamananl danl keselamatanl masyarakat.42 

 

Pihakl peternakl Bapakl Sudarjol sebagail pelakul usahal menyediakanl 

tempatl tersendiril danl terpisahl denganl permukimanl masyarkatl dil sekitarl 

peternakanl yangl merupakanl limbahl yangl dihasilkanl daril ternakl tersebut,l 

yangl dimaksudl Bapakl Sudarjol denganl limbahl yangl dihasilkanl daril ternakl 

tersebut.l l Yangl kotorl danl dapatl mencemaril lingkunganl dil sekitar,l hall inil 

diyakinkanl peternakl Bapakl Sudarjol karenal pencememaranl inil dapatl 

mengurangil kualitasl kebersihanl danl kesehatanl lingkunganl agarl tidakl 

mencemaril kehidupanl disekitarnya,l misall ternakl dalaml satul kandangl 

berisil 1000l ekorl danl menghasilkanl limbahl lumayanl banyakl dipastikanl 

mempengaruhil kesehatanl danl pencemaranl lingkunganl disekitarnyal makal 
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daril itul dil sedikanl tempatl khususl untukl pembuanganl limbahl dil 

hasilkannya.l Makal pihakl peternakl Bapakl Sudarjol beranil menjaminl itul 

karenal sudahl adal bagianl tempatl pembunganl limbahl ,l adapunl pencemaranl 

yangl dihasilkanl daril peternakanl inil yangl merugikanl masyarakatl hinggal 

adanyal polusil yangl menggangul kesehatanl masyarakatl makal peternakl 

Bapakl Sudarjol akanl mengantil kerugianl sepenuhnya,l hinggal masyarakatl 

tidakl pernahl adal laporanl akibatl daril peternakanl tersebut.43 

3. Jenisl Tanggungl Jawabl Pelakul Usahal Peternakanl  

Pelakul usahal dalaml menjalankanl hubunganl denganl konsumenl hall 

tersebutl tidakl lepasl daril pertanggungl jawabanl pelakul usahal atasl 

konsumenl dalaml hall melakukanl usaha.l Pertanggungl jawabanl pelakul 

usahal atasl konsumenl dalaml usahal baikl produkl maupunl jasal memilikil 

banyakl jenisl diantaranya: 

a. Prinsipl Tanggungl Jawabl Berdasarkanl Unsurl Kesalahan 

Prinsipl tanggungl jawabl berdasarkanl unsurl kesalahanl adalahl prinsipl 

yangl cukupl umuml berlakul dalaml hukuml pidanal danl perdata.l Prinsipl inil 

menyatakan,l seseorangl barul dapatl dimintakanl pertanggungl jawabannyal 

secaral hukuml jikal adal unsurl kesalahanl yangl dilakukan.44 

Pasall 1365l KUHl Perdatal menyatakanl bahwa:l “Tiapl perbuatanl 

melanggarl hukum,l yangl membawal kerugianl kepadal orangl lain,l 

mewajibkanl orangl yangl karenal salahnyal menerbitkanl kerugianl itu,l 

menggantil kerugianl tersebut”.l Selanjutnya,l dil dalaml Pasall 1366l KUHl 

Perdatal dinyatakanl bahwa:l “Setiapl orangl bertanggungl jawabl tidakl sajal 
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untukl kerugianl yangl disebabkanl perbuatannya,l tetapil jugal untukl kerugianl 

yangl disebabkanl kelalaianl ataul kurangl hati-hatinya”.45 

Adapunl syarat-syaratl untukl gugatanl berdasarl perbuatanl melawanl 

hukuml adalahl sebagail berikut: 

1. Harusl adal perbuatan 

2. Yangl melawanl hukum 

3. Harusl adal kesalahan 

4. Harusl adal hubunganl sebabl danl akibatl antaral perbuatanl danl kerugian 

5. Harusl adal kerugian.46 

Tanggungl jawabl inil dapatl diterimal karenal adalahl adill bagil orangl 

yangl berbuatl salahl menggantil kerugianl pihakl korban.l Denganl katal lain,l 

tidakl adill jikal orangl yangl bersalahl harusl menggantil kerugianl yangl 

diderital orangl lain.47 

 

b. Prinsipl Tanggungl Jawabl Berdasarkanl Pradugal Untukl Selalul Bertanggungl 

Jawab 

Prinsipl inil menyatakan,l tergugatl selalul dianggapl bertanggungl jawab,l 

sampail ial dapatl membuktikanl ial tidakl bersalah.l Jadil bebanl pembuktianl 

adal padal diril sil tergugat.48 

 

c. Prinsipl Tanggungl Jawabl Berdasarkanl Pradugal Untukl Tidakl Selalul 

Bertanggungl Jawabl  
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Prinsipl inil adalahl kebalikanl daril kedua.l Prinsipl pradugal untukl tidakl 

selalul bertanggungl jawabl hanyal dikenall dalaml lingkupl transaksil 

konsumenl yangl sangatl terbatas. 

 

d. Prinsipl Tanggungl Jawabl Berdasarkanl Tanggungl Jawabl Mutlak 

Prinsipl tanggungl jawabl mutlakl seringl diidentikanl denganl prinsipl 

tanggungl jawabl absolut.l Kendalil demikianl adal pulal paral ahlil yangl 

membedakanl kedual terminologyl diatas. 

Adal pendapatl yangl mengatakanl tanggungl jawabl mutlakl adalahl 

prinsipl tanggungl jawabl yangl menetapkanl kesalahanl tidakl sebagail factorl 

yangl menentukan.l Namunl adal pengecualian-pengecualianl yangl 

memungkinkanl untukl dibebaskanl daril tanggungl jawab.l Sebaliknyal 

tanggungl jawabl absolutl adalahl prinsipl tanggungl jawabl tanpal kesalahanl 

danl tidakl adal pengecualiannya.l Selainl itu,l adal pendapatl yangl agakl mirip,l 

yangl mengaitkanl perbedaanl keduanyal padal adal ataul tidakl tidakl adanyal 

hubunganl kausalitasl antaral subjekl yangl bertanggungl jawabl danl 

kesalahannya.l Padal tanggungl jawabl mutlak,l hubunganl itul harusl ada,l 

sementaral padal tanggungl jawabl absolut,l hubunganl itul tidakl selalul ada.l 

Maksudnya,l padal tanggungl jawabl absolut,l dapatl sajal sil tergugatl yangl 

dimintal pertanggungl jawabanl itul bukanl sil pelakul langsungl kesalahanl 

tersebut.49 

 

e. Prinsipl Tanggungl Jawabl Berdasarkanl Tanggungl Jawabl denganl Pembatasan 
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Prinsipl tanggungl jawabl denganl pembatasanl sangatl disenangil olehl 

pelakul usahal untukl dicantumkanl sebagail klausal eksonerasil dalaml 

perjanjianl standarl yangl dibuatnya. 

Prinsipl yangl didapatl daril keteranganl dil atasl dapatl digunakanl olehl 

pelakul usahal dil bidangl makananl kemasanl adalahl prinsipl poinl Cl prinsipl 

tanggungl jawabl berdasarkanl pradugal untukl tidakl selalul bertanggungl 

jawab,l menurutl pemahamanl penulisl pelakul usahal untukl tidakl selalul 

bertanggungl jawabl karenal konsumenl jugal memilikil pilihanl untukl 

membelil barangl denganl keadaanl yangl baikl ataul tidak,l sebabl dalaml 

pembelianl makananl kemasanl olehl konsumenl sudahl mengetahuil bahwal 

kemasanl tersebutl telahl cacatl danl sudahl menjadil tanggungl jawabl 

konsumenl sendiri.50 

 

C. Upayal pelakul usahal peternakanl terkaitl perizinanl pembangunanl peternakanl 

danl hambatanl dinasl peternakanl danl perikananl kabupatenl groboganl dalaml 

perizinanl peternakan? 

1. Upayal Pelakul Usahal Terkaitl Perizinanl Peternakan 

Bahwal dalaml rangkal menjaga,l melindungil danl mendukungl 

pelaksanaanl pertumbuhanl usahal peternakan.l Memperlukanl ikliml usahal 

yangl kondusifl dil bidangl peternakan,l makal salahl satul langkahl untukl 

menciptakanl ikliml yangl kondusifl denganl membuatl kebijakanl yangl 

mengaturl mekanismel danl prosedurl perizinanl sebagail pedomal danl bentukl 

pembinaan,l pengendalianl danl pengawasanl terhadapl pelakul usahal dil 
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bidangl peternakan.l Sesuail denganl Keputusanl Menteril Pertanianl 

404/Kpts/Ot.210/6/2002l tanggall 28l Junil 2002l tentangl Pedomanl 

Perizinanl danl Pendaftaranl Usahal Peternakan,l makal perlul digalil sumberl 

Pendapatanl Aslil Daerahl daril sektorl usahal peternakan. 

Saatl inil banyakl terjadil pelanggaran-pelanggaranl ataul penyimpanganl 

yangl dilakukanl olehl masyarakatl ataul pelakul usahal peternakan,l bentukl 4l 

pelanggaranl tersebutl adalahl masihl banyaknyal masyarakatl ataul pelakul 

usahal dibidangl peternakanl yangl beluml memilikil izin,l danl beluml 

melakukanl pendaftaranl peternakanl merekal kepadal instansil 

pemerintahan.l Untukl itul diperlukanl penataanl sertal pengawasanl yangl 

intensifl olehl pemerintahl mengenail izinl usahal peternakan,l danl 

pelaksanaanl pendaftaranl peternakanl rakyatl itul sendiri. 

Izinl menurutl Pasall 1l angkal (19)l Undang-Undangl Nomorl 30l Tahunl 

2014l Tentangl Administrasil Pemerintahanl (UU.l No.l 30l Tahunl 2014)l 

menyatakanl bahwal :l  

“Izinl adalahl keputusanl pejabatl pemerintahanl yangl berwenangl 

sebagail wujudl persetujuanl atasl permohonanl wargal masyarakatl sesuail 

denganl ketentuanl peraturanl perundang-undangan.” 

l Izinl merupakanl salahl satul upayal preventif,l bagil pemerintahl dalaml 

upayal mengawasil pengusahal ataul pelakul usaha,l akanl tetapil dalaml 

kenyataanyal dil lokasil ditemukanl adal sebagianl kecill masyarakatl ataul 

pengusahal yangl melakukanl usahal dibidangl peternakan,l beluml memilikil 

izinl peternakan,l hall inil disebabkanl kurangnyal pengawasanl yangl 

dilakukanl olehl pemerintahl Kabupatenl Groboganl terhadapl usahal 

dibidangl peternakanl sertal kurangnyal soialisasil pemerintahl mengenail 
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mekanismel perizinanl peternakanl danl pendaftaranl peternakanl kepadal 

masyarakatl ataul pengusaha. 

Olehl karenal itul sayal selakul penulisl melaksanakanl tindakanl 

Wawancaral denganl Bapakl Sudarjo(Salahl seorangl pelakul usahal 

peternakan),l dil Kabupatenl Groboganl Tanggall 5l Febuaril 2021l pukull 08:00l 

WIBl menindakl lanjutil pelakul usahal peternakanl yangl beluml memilikil izinl 

usahal danl beluml mendaftarkanl usahal peternakannya.l Sebagail upayal 

untukl mendorongl pertumbuhanl danl pengembanganl usahal peternakan,l 

pemerintahl telahl mengambill langkah-langkahl melaluil pemetaanl 

dibidangl penyederhanaanl perizinanl danl pendaftaranl usahal peternakan,l 

dalaml perkembangannyal seiringl denganl ditetapkannyal Undang-Undangl 

Nomorl 23l Tahunl 2014l Tentangl Pemerintahanl Daerahl (l UUl NO.l 23l Tahunl 

2014),l yangl telahl mengalamil perubahanl sebanyakl dual kali,l menjadil 

Undang-undangl Nomorl 9l Tahunl 2015l Tentangl Perubahanl Kedual atasl 

Undangl Undangl Nomorl 23l Tahunl 2013l Tentangl Pemerintahanl Daerah,l 

urusanl pemerintahanl yangl menjadil kewenanganl pemerintahl daerah,l 

terdiril atasl urusanl wajibl danl urusanl pilihan.l Menurutl Pasall 1l angkal (14),l 

urusanl wajib,l artinya:l  

“Urusanl pemerintahanl yangl wajibl diselenggarakanl olehl semual 

daerah.l Adapunl untukl urusanl pemerintahanl yangl bersifatl pilihan,l baikl 

untukl pemerintahanl provinsil danl pemerintahanl daerahl kabupaten/kota,l 

meliputil urusanl pemerintahanl yangl secaral nyatal adal danl berpotensil untukl 

meningkatakanl kesejahteraanl masyarakatl sesuail denganl kondisi,l 

kekhasan,l danl potensil unggulanl daerahl yangl bersangkutan.” 
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Makal kewenanganl dibidangl pemberianl izinl peternakanl baikl itul izinl 

untukl perusahaanl dibidangl peternakan,l maupunl pendaftaranl peternakanl 

rakyatl merupakanl kewenaganl daril daerahl otonom.l Dalaml rangkal 

mendorongl pertumbuhanl danl pengembanganl usahal peternakanl perlul 

dilaksanakanl langkah-langkahl untukl menciptakanl ikliml usahal yangl 

kondusifl dibidangl peternakan,l danl salahl satul langkahl menciptakanl ikliml 

usahal yangl kondusifl denganl memberikanl kemudahanl dalaml memperolehl 

izinl usahal peternakanl danl pendaftaranl peternakanl rakayatl melaluil 

mekanismel danl prosedurl yangl dapatl menjaminl kepastianl berusaha.l Makal 

Pemerintahl mengeluarkanl suatul kebijakanl perizinanl danl pendaftaranl 

usahal peternakan,l dalaml perkembangannyal seiringl denganl 

ditetapkannyal Undang-Undangl Nomorl 18l Tahunl 2009l Tentangl 

Peternakanl Danl Kesehatanl Hewan.l Maksudl daril peraturanl inil 

diantaranya; 

1. Pedomanl bagil peroranganl ataul badanl usahal dalaml melaksanakanl 

kegiatanl usahal peternakan. 

2. Melindungil masyarakatl untukl dapatl memperolehl hasill ternakl 

yangl baikl danl sehatl sesuail denganl ketentuan. 

3. Mengaturl keberadaanl kegiatanl usahal ternakl sesuail denganl 

kewenanganl yangl diberikanl olehl peraturanl perundang-

undangan. 

Denganl adanyal tujuanl yangl memberlakukanl penganturanl inil adalah; 

1. Terdapatnyal pengaturanl penyelenggaraanl kegiatanl usahal ternakl 

untukl pemenuhanl kebutuhan. 
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2. Memberikanl perlindunganl masyarakatl konsumenl yangl 

memperolehl hasill ternak. 

3. Memberikanl kepastianl hukuml kepadal masyarakatl dalaml 

kegiatanl usahal ternak. 

4. Memberikanl kepastianl hukuml kepadal aparatl pemerintahl daerahl 

dalaml melaksakanl pembinaan,l Pengendalianl dan/ataul 

pengawasanl setiapl kegiatanl usahal ternak. 

Diharapakanl kepadal masyarakatl ataul pengusahal dapatl mendirikanl 

usahal peternakanl sesuail prosedur,l persyaratanl yangl ditetapkan,l sertal 

menerapkanl sanksi-sanksil yangl diberikanl apabilal masyarakatl ataul 

pengusahal melakukanl pelanggaran-pelanggaranl usahal dibidangl 

peternakanl yangl diberikanl olehl pemerintahl setempat. 

Makal Bapakl Sudarjol selakul pelakul usahal peternakanl yangl beloml 

memilikil perizinanl akanl segeral melakukanl Prosesl danl prosedurl perizinanl 

dapatl meliputil prosedurl pelayananl perizinan,l prosesl penyelesaianl 

perizinanl yangl merupakanl prosesl internall yangl dilakukanl olehl 

aparat/petugas.l Secaral umuml permohonanl izinl itul harusl menempuhl 

prosedurl tertentul yangl ditentukanl olehl pemerintah,l selakul pemberil izin.l 

Dil sampingl itul pemohonl jugal harusl memenuhil persyaratan-persyaratanl 

tertentul yangl ditentukanl olehl pemerintah/l penguasal sebagail pemberil izinl 

yangl ditentukanl secaral sepihak. 

Prosedurl danl persyaratanl perizinanl itul berbeda-bedal tergantungl 

jenisl izin,l tujuanl izinl danl instansil pemberil izin,l yaitul instansil mana,l bisal 

pemerintahl daerahl ataul pusat.l Selanjutnyal beberapal hall yangl yangl 
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berhubunganl denganl pelaksanaanl perizinan,l lackl ofl competenciesl akanl 

dijelaskanl sebagail berikutl : 

1. Prosesl perizinanl membutuhkanl adanyal pengetahuanl tidakl 

hanyal sebatasl aspekl legall daril prosesl perizinan,l tetapil lebihl jauhl 

daril itu.l Misalnyal untukl memberil izin,l pihakl pelaksanal jugal 

harusl mempertimbangkanl dampakl yangl akanl ditimbulkanl daril 

izinl tersebut.l  

2. Memungkinkanl untukl dipenuhi.l Karenal itulahl makal perizinanl 

harusl berorientasil padal padal azasl kemudahanl untukl 

dilaksanakanl olehl pihakl pemohonl izin.l  

3. Berlakul universal.l Perizinanl hendaknyal tidakl menimbulkanl 

efekl diskriminatif,l tapil harusl inklusifl danl universal.l  

4. Memperhatikanl spesifikasil teknisl danl aspekl lainnyal yangl 

terkait. 

Untukl memperolehl izinl orangl peroranganl maupunl badanl usahal 

mengajukanl permohonanl kepadal Bupatil melaluil Dinasl Pertanian,l 

Peternakanl danl Perkebunan.l Permohonanl sebagaimanal dimaksudl 

denganl melampirkanl : 

a. fotocopyl Aktel Pendirianl Perusahaanl (untukl badanl usaha). 

b. fotocopyl Kartul Tandal Pengenal. 

c. Hol danl persyaratanl lingkunganl sesuail denganl ketentuanl yangl 

berlakul bagil usahal besar. 

d. denahl lokasil danl lainl –l lainl yangl dianggapl dil anggapl perlu. 
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Menurutl pemahamanl penulisl denganl demikianl dapatl disimpulkanl 

bahwa,l Pemerintahl dalaml melaksanakanl tugasl danl kewenangannyal 

bertujuanl untukl memberikanl perlindunganl sertal penyuluhanl kepadal 

masyarakatl agarl terjaminl keamanan,l kemajuanl danl keselamatannyal 

dalaml melakuanl suatul usahal ,l sertal melakukanl pembinaanl kepadal pelakul 

usahal agarl melaksanakanl danl tidakl merugikanl konsumenl ataul 

masyarakat.
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2. Hambatanl danl Upayal Dinasl Peternakanl Danl Perikananl Kabupatenl Groboganl 

Dalaml Perizinanl Peternakan 

a. Hambatanl Yangl Dil Hadapi 

Hambatanl yangl dihadapil pembangunanl peternakanl Kabupatenl 

Groboganl selamal inil masihl didominasil usahal peternakanl rakyatl denganl 

pemilikanl modall usahal ternakl yangl sangatl terbatas,l minimnyal 

penguasaanl teknologi,l aksesl pasarl danl permodalan,l sertal cenderungl 

beluml memperhitungkanl efisiensil produksi.l Peranl pemerintahl sebagail 

fasilitatorl dalaml meningkatkanl selalul dibutuhkan.l  

1. Hambatanl Dil Dalaml Instansil Dinasl Peternakanl Kabupatenl 

Groboganl l (Internal) 

Dinasl Peternakanl Kabupatenl Groboganl mengalamil hambatanl dil 

sektorl internalnya,l paral personell ataul pegawail dil Dinasl Peternakanl 

khususnyal dil bidangl usahal peternakan,l hall inil dikarenakanl 

kurangnyal pemahamanl aparaturl Dinasl Peternakanl tentangl tugasl danl 

fungsinyal maupunl tentangl aturanl perundang-undanganl denganl 

adanyal hambatanl tersebutl mengakibatkanl molornyal pendataanl paral 

usahal peternakanl yangl masihl beluml memilikil izin. 

Kemudianl hambatanl mengenail instansil terkait,l dalaml 

menanganil izinl usahal peternakanl Dinasl Peternakanl mengalamil 

kesulitanl karenal kurangl koordinasil denganl instansil lain,l dimanal 

perlunyal koordinasil antarl instansil dalaml melakukanl suatul hall yangl 

berkaitanl denganl pemerintah.l Karenal sebeluml adanyal 
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pelaksanaannyal Dinasl Peternakanl perlul adanyal koordinasil agarl 

pelaksanaanl izinl dapatl berjalanl secaral optimal. 

2. Hambatanl Dil Luarl Instansil Dinasl Peternakanl Kabupatenl Groboganl 

(Eksternal) 

Denganl melihatl keadaanl dil lapangan,l masihl banyakl ditemukanl 

pelakul usahal peternakanl dil Kabupatenl Groboganl yangl beluml 

sepenuhnyal taatl terhadapl adanyal peraturanl yangl berlakul dil 

masyarakatl mengenail retribusil izinl usahal perternakan.l Sebagianl 

besarl pelakul usahal peternakanl tidakl melakukanl izinl usahanya.l 

Denganl demikianl dapatl ditemukanl sebuahl hambatanl internall yangl 

berasall daril faktorl sumberl dayal manusianya,l yaknil rendahnyal 

Sumberl Dayal Manusia/masyarakatl khususnyal pelakul kegiatanl 

usahal peternakanl yangl terdapatl dil Kabupatenl Groboganl terhadapl 

kesadaranl dalaml mentaatil danl mematuhil sebuahl peraturanl yangl telahl 

berlakul dil masyarakatl mengenail retribusil izinl usahal peternakan. 

Disampingl itu,l rendahnyal SDM/masyarakatl daril faktorl 

pendidikanl jugal menjadil hambatanl bagil Dinasl Peternakanl Danl 

Perikananl Kabupatenl Groboganl dalaml izinl usahal peternakan.l  

 

b. Upayal Yangl Dilakukan 

Daril adanyal hambatan-hambatanl yangl dihadapil olehl Dinasl 

Peternakanl Danl Peternakanl Kabupatenl Groboganl dalaml izinl usahal 

peternakan,l makal terdapatl beberapal upayal yangl dilakukanl olehl Dinasl 

Peternakanl Danl Perikananl Kabupatenl Grobogan.l Upaya-upayal tersebutl 

antaral lainl yaitu; 
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1. Melakukanl sosialisasil danl penyuluhanl secaral langsungl mengenail 

izinl usahal peternakanl kepadal paral pelakul kegiatanl usahal peternakanl 

dil Kabupatenl Groboganl denganl tujuanl untukl meningkatkanl 

kesadaranl paral pelakul usahal peternakanl dalaml mentaatil danl 

mematuhil sebuahl peraturanl yangl telahl berlakul dil masyarakatl 

mengenail retribusil izinl usahal peternakan. 

2. Melakukanl pembinaanl penerapanl kebijakanl danl pemantauanl 

pengembanganl investasil danl kebijakanl permodalanl melaluil lembagal 

perbankanl danl nonl perbankan,l pembinaanl danl pengawasanl 

penyaluran,l pemanfaatanl danl kreditl programl usaha,l bimbinganl 

penerapanl pedoman,l pembinaanl pemberianl izinl usahal dibidangl 

peternakanl sertal pengelolaanl danal bantuanl sociall agarl terjadil 

peningkatanl mutul danl pendapatanl dalaml melakukanl usahal 

peternakan. 

3. Padal pelaksanaanyal diarahkanl dalaml pengembanganl usahal 

peternakanl baikl pengembanganl industril pedesaanl bidangl peternakanl 

maupunl pengembanganl usahal kecill menengahl agarl mampul 

menghasilkanl produkl yangl berkualitasl danl mempunyail dayal saing.l 

Selainl itul jugal dapatl mendorongl terciptanyal lapanganl kerjal barul 

yangl memungkinkanl adanyal nilail tambahl daril hasill produkl 

peternakanl yangl dapatl dinikmatil olehl masyarakatl khususnyal bagil 

paral pelakul usahal peternakan51 

 

                                                           
51

l Wawancaral daril Naningl Wijil Rahayu,l (Stafl Seksil l padal Bidangl Pemberdayaan),l Peternakanl danl Perikananl 

Kabupatenl Grobogan,l (7l Febuaril 2021).l  
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BABl IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Hasill penelitianl yangl telahl dilakukanl olehl penulisl mengenail masalahl 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DENGAN 

ADANYA USAHA PETERNAKAN DAN TERKAITNYA IZIN USAHA 

PETERNAKAN(Studil Tentangl Perlindunganl Hukuml Bagil Masyarakatl Dil 

Kec.Bratil Kab.Grobogan)l dapatl disimpulkanl sebagail berikut.l Polal polal tanggungl 

jawabl perlindunganl hukuml bagil masyarakatl disekitarl peternakan.l Peternakanl 

telahl sesuail denganl Undangl Undangl Republikl Indonesial Nomorl 18l Tahunl 2009l 

Tentangl Peternakanl Danl Kesehatanl Hewan.l Denganl melakukanl hall tersebutl 

masyarakatl danl pelakul usahal peternakanl tidakl terjadil hall yangl merugikanl kedual 

pihak. 

Kemudianl dalaml perizinanl pembangunanl peternakanl pelakul usahal beluml 

melakukanl izinl peternakanl secaral resmil kepadal badanl hukuml karenal olehl factorl 

Sumberl Dayal Manusial yangl masihl terbilangl rendah.l Danl terdapatl dual hambatanl 

dalaml pengimplementasianl Peraturanl Daerahl tersebut,l yangl pertamal yaknil 

hambatanl internall berupal rendahnyal Sumberl Dayal Manusial (SDM)/masyarakatl 

daril faktorl pendidikanl danl kesadaranl dalaml mentaatil danl mematuhil sebuahl 

peraturan.l Danl yangl kedual hambatanl ekternall berupal pelanggaranl yangl 

dilakukanl olehl beberapal pelakul kegiatanl usahal perikananl yaitul denganl tidakl 

melakukanl izinl danl membayarl retribusil izinl usahanya. 
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B. Saran 

Pemilikl peternakanl hendaknyal meningkatkanl kebersihanl danl kesehatanl 

kandangl sebagail upayal terhindarnyal faktorl yangl merugikanl bagil masyarakatl dil 

sekitarl danl hewanl ternakl daril limbahl yangl dihasill kanl daril usahal peternakanl ini,l 

Agarl sesuail denganl peraturanl dil dalaml Undangl Undangl Republikl Indonesial 

Nomorl 18l Tahunl 2009l Tentangl Peternakanl Danl Kesehatanl Hewan. 

Kemudianl pelakul usahal peternakanl diharapkanl untukl mengurusl izinl 

persetujuanl prinsipl terlebihl dahulul sebeluml mengurusl izinl usahal peternakan.l 

Dalaml memilikil izinl yangl resmil pelakul usahal dapatl dil awasil danl dil lindungil olehl 

badanl hukum.l Agarl terciptanyal peternakanl yangl lebihl majul kedepanya.l Setelahl itul 

diharapkanl untukl tercapainyal suatul penegakanl hukuml yangl dil inginkan,l 

pemerintahl daerahl untukl kerjal samal dalaml pengordinasianl instansil untukl 

pelaksanaanl pemberianl izinl usahal agarl pemberianl izinl usahal dapatl berjalanl secaral 

optimall danl sesuail denganl targetl yangl diharapkan. 
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